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Undang-undang di bidang keuangan negara menganut prinsip keterbukaan dalam
sistem ketatanegaraan dan menghendaki penyelenggaraan pengelolaan keuangan
negara terhadap pelaksanaan pelayanan bagi kepentingan publik dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diselenggarakan
suatu sistem pengendalian internal yang didukung oleh fungsi pengawasan
internal agar ia dapat berjalan dengan efektif sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Pengawasan sejenis telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para
Khalifah yang disebut dengan al-zisbah dan memberikan hasil yang signifikan.
Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif magasid al-
syari‘ah terhadap pengawasan internal yang terkandung dalam Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan
pendekatanmagasidr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal
adalah bagian dari aktivitas pengendalian intern yang terdiri dari aktivitas audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok
ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan
dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Secara magasid al-syari‘ah,
pengawasan internal tersebut dianggap sebagai bagian dari al-maslakah al-
hajjiyyah, dan berfungsi sebagai wasa’il (sarana). Pengawasan internal berfungsi
sebagai sarana untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya
dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Pengawasan
internal merupakan bagian dari pemeliharaan agama dan harta dalam wujud
pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan pertanggung jawaban terhadap
amanah serta pemeliharaan atas harta umum (public fund). Sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara umum konsep pengawasan internal yang diamanahkan
dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkan
oleh syarak, hanya saja masih harus dilakukan penyempurnaan pada sistem
pengawasannya agar apa yang diinginkan oleh syarak dapat terimplementasi
dengan baik.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan
Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin
1 \ Tidak dilambangkan 16 ] T
2 @ B 17 b V4
3 < T 18 g ‘
4 & S 19 ¢ G
5 z J 20 o F
6 z H 21 d Q
7 C Kh 22 d K
8 2 D 23 J L
9 3 z 24 . M
10 J R 25 O N
11 J Z 26 3 W
12 o S 27 -2 H
13 o Sy 28 s ’
14 ya S 29 s Y
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15 o4 D

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab
yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang
lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa
gabungan huruf.
Contoh vokal tunggal : & ditulis  kasara

J=a ditulis  ja ‘ala
Contoh vokal rangkap :
a. Fathah + ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai ().
Contoh: <X ditulis kaifa

b. Fathah + wawu mati ditulis au ().

Contoh: Js  ditulis haul

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. VVokal panjang

ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
bl Fathah dan alif A
Goual Atau fathah dan ya
Seen Kasrah dan ya I
Sl Dammah dan wau U

Contoh: J& ditulis qala
d8  ditulis  gila
Js%  ditulis  yaglu



4. Ta marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t),
sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:  JukVYiday) ditulis raudah al-atfal
dﬁlﬁﬂ i35 ditulis raudatul atfa
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis
sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak

ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik, tolok ukur yang paling
sering dikemukakan adalah dengan menilai sejauh mana tingkat kesejahteraan
masyarakatnya. Ini adalah cara yang paling mudah dalam menunjukkan
keberhasilan pemerintah. Masyarakat yang sejahtera merupakan cerminan dar
pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Hal tersebut salah satunya terlihat dari pelaksanaan pelayanan terhadap
kepentingan publik secara maksimal. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan
beberapa kebijakan terkait dengan pelayanan publik, seperti peningkatan
pendidikan, pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana publik
dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dengan
melakukan pengembangan investasi publik. Sumber investasi ini berasal
darisumber daya publik(public fund), yaitu yang teralokasi dalam bentuk APBN/D
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah). Sehubungan dengan hal ini,
penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dituntut untuk lebih akuntabel dan

transparan. Hal ini merupakan implikasi dari undang-undang di bidang keuangan



negara yang menghendaki dianutnya prinsip keterbukaan dalam sistem
ketatanegaraan.’

Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh instansi pemerintah diharapkan
dalam menjalankan kegiatannya itu dengan tertib, terkendali, serta efektif dan
efisien yang dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai
dengan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, agar dapat memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan suatu instansi tersebut benar-benar
dilaksanakan secara efektif serta pengelolaan keuangan negara dilaporkan dengan
andal, maka dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal®.

Namun demikian, sistem pengendalian internal tersebut tidak dapat berdiri
sendiri. la membutuhkan faktor pendukung lainnya untuk memperkuat dan
menunjang efektifitasnya. Oleh karena itu, muncul asumsi bahwa perluadanya
suatu fungsi pengawasan internal terhadap praktik penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintahan serta pengelolaan keuangan publik.

Mengenai pentingnya pengawasan internal ini bukanlah hal yang baru.
Dalam Islam telah ditetapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi

pengawasan dalam pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Di mana pengawasan

! W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 2008), him. 188.

% Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 60/2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.



merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan
masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non-formal.®

Pengawasan internal tersebut dianggap sebagai bagian dari magasid al-
syari‘ah,* yaitu al-maslakah al-ajjiyyah.’ Di mana pengawasan dianggap sebagai
suatu kebutuhan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik yang
merupakan bagian dari pemeliharaanagama. Hal ini termasuk salah satu bagian
dari lima tujuan pokok syariat.®

Apabila al-maslakah al-hgjjiyyah tersebut tidak terpenuhi, maka
kehidupan manusia akan menghadapi kesulitan.” Dalam hal kaitannya dengan
kepentingan publik, jika pengawasan internal tidak terlaksana dengan baik, maka
segala kebijakan publik yang telah direncanakan oleh pemerintah akan sulit
diwujudkan secara efektif. Hal ini juga akan berimplikasi terhadap kepentingan
publik, di mana kesejahteraan masyarakat pun akan jauh untuk dicapai.

Kegiatan pengawasan ini dalam Islam erat kaitannya dengan al-#isbah,
yaitu menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak

diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti

® Ahmad lbrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan
Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), him. 180.

*Magashid atau maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi
terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada
tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). Dikutip
dari Abdurrahman Kasdi, “Magqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab
Al-Muwafaqat”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia,Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
him. 56.

® Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007), him. 120.

® Lima tujuan pokok syariat adalah memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz
al-nafs), memelihara akal (hifz al- ‘ag/), memelihara keturunan (hifz al- ird) dan memelihara harta
(hifz al-mal).

" A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2007), him. 251.



kemungkarandikerjakan.® Antara al-kisbah dengan pengawasan internal memiliki
dasar yang sama, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencegah kemungkaran.
Dalam pengawasan internal yang dimaksud pada penelitian ini, kemungkaran
yang ingin dicegah adalah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam praktik
penyelenggaraan amanah agama.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam SurahAli

Imran ayat 104°,
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Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari
yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali

Imran [2] : 104)

Sejarah menyebutkan bahwa al-Zisbah ini ternyata telah dipraktikan untuk
pertama kalinya pada masa Rasulullah saw.la digunakan sebagai salah satu sarana
untuk mengawasi kebaikan dan kemungkaran dari kegiatan-kegiatan manusia
yang berhubungan dengan hak-hak Allah Swt., kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan hak-hak manusia serta kegiatan yang berhubungan dengan

hak-hak bersama antara hak-hak Allah Swt. dan hak-hak manusia.*°

!mam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan
Negara Dalam Islam (Edisi Indonesia), (Jakarta: Darul Falah, 2006), him. 398.

° Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah ..., him. 180.
19 |mam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-..., him. 403.



Praktik pengawasan al-#isbah ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah
setelahnya. Mereka meniru dan melanjutkan apa yang telah Rasulullah saw.,
lakukan tersebut. Akan tetapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, al-/isbah
telah dikembangkan menjadi lebih luas. Beliau benar-benar meletakkan
pengawasan itu sebagai hal yang sangat penting. Jika pada masa sebelumnyaal-
hisbah dijalankan untuk mengawasi kegiatan ekonomi dalam ruang lingkup kecil
yaitu pasar, Khalifah Umar telah mengembangkan konsep pengawasan
tersebuthingga mencakup pengawasan harta dan pengawasan serta pengaturan
kerja (manajemen).**

Dewasa ini, pengawasan internal juga telah diterapkan oleh Pemerintah
Indonesia dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sebagai bagian dari aktivitas
pengendalian intern, lingkup peraturan mengenai pengawasan internal yang
dimuat meliputi kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia,
kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.

Dalam peraturan tersebut, kewenangan pelaksanaan pengawasan internal
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah diberikan kepada
Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau APIP. APIP ini terdiri dari BPKP
(Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan Inspektorat (Inspektorat

Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota).*?

1 Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab (Edisi Indonesia),
(Jakarta: Khalifa, 2006), him. 585-668

12 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, him. 22.



Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, keberadaan APIP diharapkan
mampu untuk menunjang dan memperkuat aktivitas pengendalian internal
pemerintah. Adanya pengawasan tersebut dapat menjadi quality assurance
terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik yang direncanakan. Sehingga,
tuntutan sistem pengelolaaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan
yang merupakan bagian dari prinsip pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan
informasi publik demi tercapainya suatu tata pemerintahan yang baik akan dapat
dilaksanakan.

Namun demikian, pelaksanaan pengawasan internal saat ini dinilai tidak
memberikan hasil yang signifikan. Baik pengawasan dalam mendorong
perwujudan transparansi pengelolaan keuangan negara pada setiap instansi
pemerintah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah itu sendiri.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan pemerintah saat ini tidak menyamai
dengan tingkat keberhasilan manajemen yang dipraktikkan di awal Islam. Hal ini
dibuktikan dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan amanah negara yang
mengakibatkan kerugian dan bahkan menjadi sia-sia (mubazir). Bahkan sejak
pertengahan tahun 2014 lalu, pemerintah pun telah menginginkan adanya
reformasi dalam sistem pengawasan ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar

Abubakar, bahwa selama ini APIP berada di bawah pimpinan, baik itu bupati,



walikota, gubernur, hingga menteri sehingga kurang independen yang kemudian
menjadi kurang profesional dalam melakukan pengawasan.™

Pemaparan ringkas diatas menjadi dasar kemunculan hipotesis bahwa
pengawasan internal memiliki manfaat yang besar untuk efektivitas pelayanan
publik sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para Khalifah Islam, akan tetapi
keberhasilan implementasi pengawasan internal tersebut bergantung kepada
sistem manajemennya.

Oleh karena pengawasan tersebut telah diwujudkan dalam suatu bentuk
peraturan, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji mengenai bagaimana
pengawasan intern yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 60/2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut menurut perspektif

magqasid al-syarr ‘ah.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas,
pokok rumusan masalah yang akan diteliti adalah:
1. Bagaimana pengawasan internal menurut Peraturan Pemerintah No.
60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Bagaimana pengawasan internal dalamPeraturan Pemerintah No.
60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut

perspekif magasid al-syarz ‘ah.

13 finance.detik.com, Menteri Ini Kritik Independensi Auditor Intern Pemerintah 12 Juni
2014. Diakses melalui situs https:/finance.detik.com/read/2014/06/12/125801/2606229-
[4/menteri-ini-kritik-independensi-auditor-intern-pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2017.



https://finance.detik.com/read/2014/06/12/125801/2606229-/4/menteri-ini-kritik-independensi-auditor-intern-pemerintah
https://finance.detik.com/read/2014/06/12/125801/2606229-/4/menteri-ini-kritik-independensi-auditor-intern-pemerintah

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini
pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif magasid al-
syari‘ah terhadap pengawasan internal yang terkandung dalam Peraturan

Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.3.2 Kegunaan penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah, terutama
untuk pembahasan mengenai pandangan Islam terhadap pentingnya
fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi
atau pengelolaan keuangan negara serta pemenuhan tugas dan fungsi
organisasi.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan mampu
memberikan gambaran mengenai sistem pengawasan internal di
Indonesia dan dampaknya atau kemaslahatannya terhadap pengelolaan
keuangan negara dalam mendukung pelayanan publik dan

pelaksanaan tugas organisasi.



1.4 Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan skripsi ini dan
terhindar dari kesalahpahaman, perlu dijelaskan beberapa istilah penting yang
terdapat dalam skripsi ini. Beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut.
1.4.1 Pengawasan Internal

Pengawasan internal terdiri dari kata pengawasan dan internal. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata “awas” yang
berarti “penilikan” dan “penjagaan” atau ‘“pengarahan kebijakan jalannya
perusahaan”.**Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan
aparat atau unit untuk bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas
mengumpulkan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk
menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.™

Selain itu, pengawasan kadangkala juga diartikan sama dengan
pengendalian.  Dalam  bahasa  Inggris, keduanya disebut dengan
“control ”.**Sedangkan intern atau internal berarti “dalam”, “sebelah dalam”,
“dalam kalangan sendiri” atau“dalam lingkungan sendiri”.*’

Pernyataan 1A (Institute of Internal Auditors) dalam The Newlnternal

Auditing,menggambarkan bahwa pengawasan internal merupakan suatu aktivitas

pengendalian yang independen yang dibentuk dalam suatuorganisasi yang

4 pysat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008), him. 104.

15 Abdurrahmat Fathoni, Organisasi dan Manajemen ..., him. 30.

16 John M. Echols dan Hassan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama,
2008), him. 145.

YIbid., him. 542.
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melaksanakan kegiatannya bagi organisasi tersebut.!® Pengawasan intern
merupakan cara yang digunakan oleh manajemen dalam rangka proses
operasional perusahaan agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang telah
direncanakan sebelumnya.*®

Pengawasan intern juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang
menentukan  standar untuk pengawasan, mengukur hasil pekerjaan,
membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikanperbedaan bila
ada perbedaan, serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui
tindakan perbaikan.?

Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih banyak menggunakan kalimat
pengawasan internal meskipun ada beberapa referensi sebagaimana yang telah
peneliti kutip diatas yang menyebutkannya dengan pengawasan intern, yangmana
keduanya memiliki makna dan tujuan yang sama. Selain itu, pengawasan internal
yang selanjutnya akan peneliti bahas merujuk kepada makna pengawasan intern
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Angka 3 Peraturan Pemerintah
N0.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Yaitu seluruh
proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak

'8 Gil Courtemanche (Ed. Hiro Tugiman), The Newlnternal Auditing (Pandangan Baru
Internal Auditing) (Yogyakarta: Kanisius, 1997), him. 16.

“Mulyadi, Sistem Akuntansi, Cet. ke 4, (Jakarta: Penerbit Salamba Empat, 2001), him.
163. Dikutip dari Zulia Hanum, “Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pengeluaran Kas*, Jurnal
Manajemen & Bisnis, Vol. 8, No.2, April 2009, him. 3.

2 Terry, George, Principles of Management (lllinois: Richard D. Irwin Inc. Homewood,
1960). Dikutip dari Agustinus Widanarto ‘“Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan
Kinerja Pemerintah”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol.12, No.1, Juli 2012, him. 2.
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ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.”*

1.4.2 Magasid al-syari‘ah

Secara etimologi, magasid berarti “kesengajaan” atau “tujuan” dan al-
syari ‘ah berarti “jalan menuju sumber air”. Sedangkan secara terminologi oleh al-
Syatibi, magasid al-syari‘ah diartikan sebagai tujuan hukum, yaitu hukum Allah.
Menurutnya, tidak ada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. la
mengungkapkan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.?

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menyebutkan bahwa
magqasid al-syarz‘ah didefinisikan sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang
dipelihara oleh syarak dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya,
atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syarak pada
setiap hukumnya.?®

Imam al-Gazali memaknai magdasid al-syari‘ah sebagai penjagaan
terhadap maksud dan tujuan syariat adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup,
menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.?

Dalam referensi yang lain, disebutkan bahwa magasid al-syari‘ah adalah tujuan-

! Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.

22 Asafri Jaya Bakri, “Konsep Magashid Al Syariah Menurut Al Syatibi”. (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 1996), him. 64-65.

ZWahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.
Dikutip dari Ghofar Shidig, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”. Jurnal Sultan
Agung, Vol XLIV, No. 118, Juni — Agustus 2009, him. 119.

*lka Yunia Fauzia dan Abduk Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam
PerspektifMagasid Al-syari ‘ah (Jakarta: Kencana, 2015), him. 41.
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tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap
hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.®

Makna magasid al-syari ‘ahdalam penelitian ini adalah bagaimana tujuan
hukum yang terkandung dari diselenggarakannya pengawasan internal dalam
Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan pada suatu penelitian, diperlukan adanya
beberapa referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang
dikaji. Setiap penelitian yang dilakukan tentu didasarkan pada pengetahuan-
pengetahuan yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu pula dalam penelitian ini,
sekalipun peneliti tidak menemukan suatu kajian yang secara spesifik sama
dengan apa yang akan peneliti lakukan, namun ada beberapa referensi kajian yang
secara tidak langsung berkenaan dengan permasalahan “Pengawasan Internal
dalam Perspektif Magasid Al-Syari‘ah (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah No.
60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)”.

Diantara referensi tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Muh.
Aril Surya Ananda, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin, pada tahun 2013, yang berjudul “Tinjauan Hukum
Kewenangan Pengawasan Internal Antara BPKP dan Inspektorat Provinsi

Sulawesi Selatan”. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Hukum Tata

% Arif Wibowo, “Magqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective Of Syariah”, Islamic
Finance, Vol. 4, 2012, him. 1.
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Negara, sehingga ia hanya fokus membahas mengenai perihal kewenangan
pengawasan internal antara BPKP dan Inspektorat serta bagaimana koordinasi
dalam pelaksanaan pengawasan internal antara kedua instansi tersebut.?Dalam
hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa BPKP dan Inspektorat Propinsi
Sulawesi Selatan secara hukum memiliki kewenangan pengawasan internal yang
sama apabila ditinjau dari kedudukan hirarki ketatanegaraan, objek pengawasan,
dan program kerja pengawasan. Namun demikian, dasar hukum keduanya tidak
dimuat dalam satu keteraturan yang sama sehingga riskan terjadi kewenangan
yang saling tumpang tindih. Selain itu, prinsip koordinasi keduanya tidak
dilakukan dalam hal investigasi melainkan bersifat limitatif.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fandi Wijaya,
mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Lampung, tahun 2017, yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris
pada BPKAD/DPPKAD Se Provinsi Lampung)”’, yang membahas mengenai
bagaimana pengaruh unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung. Setelah dilakukan penelitian,

diperoleh hasil bahwa seluruh unsur-unsur SPIP berpengaruh signifikan positif

%8 Muh. Aril Surya Ananda, “Tinjauan Hukum Kewenangan Pengawasan Internal Antara
BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan”, skripsi yang dipublikasi, Universitas
Hasanuddin, 2013.

2 Fandi Wijaya, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada BPKAD/DPPKAD Se Provinsi
Lampung)”, Skripsi yang dipublikasi, Universitas Pendidikan Lampung, 2017.
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terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi
Lampung.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Sri Mifti, Nugroho Budi Lestariyo, dan
Anacostia Kowanda tentang “Pengawasan Internal dan Kinerja (Suatu Kajian Di
Kantor Inspektorat Jenderal Departemen dalam Negeri)**®. Jurnal ini membahas
mengenai bagaimana pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja para
karyawan di kantor Inspektorat departemen dalam negeri. Dalam hasil
penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan
pada pengawasan internal terhadap kinerja Inspektorat Jenderal Departemen
Dalam Negeri.

Selain itu, ada pula jurnal yang ditulis oleh Agustinus Widanarto mengenai
“Pengawasan Internal, Pengawasan FEksternal Dan Kinerja Pemerintah » 29
Jurnal ini membahas mengenai pengaruh pengawasan internal dan pengawasan
eksternal terhadap kinerja pemerintah kota Bandung serta pengembangan konsep
pengawasan untuk memperoleh strategi dalam meningkatkan fungsi pengawasan
internal dan eksternal agar mampu mendorong pencapaian target Kinerja
pemerintah kota Bandung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan
internal dan pengawasan eksternal secara bersama-sama mempunyai pengaruh
cukup kuat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung.

Josua H.R. Lumbantobing, David P. E Saerang dan Heince Wokas menulis

mengenai  “Analisis kualitasAparat Pengawas Internal Pemerintah dalam

%8 Sri Mifti, Nugroho Budi Lestariyo, dan Anacostia Kowanda, “Pengawasan Internal dan
Kinerja (Suatu Kajian di Kantor Inspektorat Jenderal Departemen dalam Negeri)”, Jurnal ekonomi
bisnis, Vol. 14, No.3, Agustus 20009.

# Agustinus Widanarto, “Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja
Pemerintah”. Jurnal llmu Administrasi Negara, Vol.12, No.1, Juli 2012
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Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara)”*® dalam jurnalnya. Mereka membahas tentang bagaimana
kondisi kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam menghasilkan audit
keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa jumlah
dan kompetensi tenaga pengawas pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara
kurang dan belum mendukung kegiatan audit. Penelitian itu juga menunjukkan
bahwa pemberian bimbingan teknis (bimtek), pendidikan dan pelatihan (diklat)
kepada para tenaga pengawas sangat minim serta infrastruktur penunjang dan
pendukung yang dimiliki APIP pun belum mendukung kegiatan audit dan reviu
laporan keuangan.

Selanjutnya, ada jurnal “Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian

Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Studi Eksperimental”™*

yang ditulis oleh
M. Harry Krishna Mulia, Rahmat Febrianto, dan Rayna Kartika membahas
mengenai bagaimana pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal
terhadap kecurangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat
pengaruh yang signifikan antara moralitas seseorang terhadap kecurangan,
sedangkan adanya pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kecurangan.

Pada beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, kajian mengenai

pengawasan internal hanya dibahas secara umum saja, tidak dikaitkan dengan hal-

% Josua H.R. Lumbantobing, David P. E Saerang dan Heince Wokas, “Analisis Kualitas
Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)”. Jurnal Riset Akuntansi dan Audting
“Goodwill”, Vol. 6, No.1, 2015.

%1 M. Harry Krishna Mulia, Rahmat Febrianto, dan Rayna Kartika,“Pengaruh Moralitas
Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Studi Eksperimental”, Jurnal
Akuntansi Dan Investasi, Vol. 18, No.2, Juli 2017.
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hal keislaman, pun juga tidak menyentuh produk hukum yang terkait dengan
pengawasan internal seperti undang-undang maupun jenis peraturan lainnya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada satupun penelitian yang membahas
secara khusus tentang bagaimana konsep pengawasan internal dalam PP No.
60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut perspektif

magqasid al-syarr ‘ah.

1.6 Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah yang baik, mutlak dibutuhkan metode-
metode penelitian tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan
dilakukan, yaitu sebagai berikut.
1.6.1 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan
dengan pendekatan magasidi. Pendekatan yuridis-normatif merupakan penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti.** Sedangkan pendekatan magasidi menurut al-Khadimi adalah beramal
dengan al-syari‘ah, menjadikannya rujukan, dan memperhitungkannya dalam

melakukan ijtihad fikih.>

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat) (Jakarta: Rajawali Press, 2001), him. 13-14.

®¥Nar Al-Din  Ibn Mukhtar Al-Khadimi, Al-ljtihad Al-Magasidi; ~Hujjiyatuhu,
Dawabituhu, Wa Majalatuhu (Qatar: Wizarat Al-Awqaf Wa Syu’tin Al-Islamiyyah, 1998), hlm.
39.
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Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk
mengkaji pengawasan internal dalam Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Kemudian pendekatan magasidr
digunakan untuk menarik makna kemaslahatan atau magasid al-syari‘ah yang
terkandung dalam pengawasan internal pada Peraturan Pemerintah No. 60/2008

tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tersebut.

1.6.2 Jenis penelitian

Hal pertama yang harus ditentukan dalam mendesain metode penelitian
adalah dengan menentukan jenis penelitian yang akan diambil. Untuk penelitian
ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian
yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara
alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam

antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.®*

1.6.3 Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan berasal dari
sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau
literatur. Sumber data sekunder ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu
sebagai berikut.

Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan

ilmiah dan mengikat dengan judul skripsi. Dalam hal ini, ialah kitab-

# Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk llmu-llmu Sosial (Jakarta:
Salemba Humanika, 2012, Cetakan Ketiga), him. 10.
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kitab dan buku-buku yang membahas mengenai pengawasan,
pengawasan internal, pengawasan manajemen, ekonomi manajerial,
pengawasan dalam islam dan magasid al-syari‘ah, serta peraturan
perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang memuat tentang
pengawasan internal.

Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil bacaan dari jurnal, skripsi
terdahulu, serta media massa yang berkaitan dengan judul skripsi.

Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia,

dan ensiklopedia.

1.6.4 Teknik pengumpulan data
Untuk mengumpulkan data-data demi kepentingan penelitian, peneliti
menggunakan metode library research. Metode ini dilakukan dengan beberapa
langkah yaitu sebagai berikut.®
1. Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan, yaitu alat tulis
(pulpen dan pensil), dan kertas atau kartu catatan, serta lembaran kerja
khusus.
2. Menyiapkan bibliografi kerja (bibliography Kkerja), yaitu catatan
mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan dalam

penelitian.

¥ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2008), him. 16-22.
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3. Mengorganisasikan waktu, yaitu membuat skedul waktu tertulis yang
realistik sesuai dengan irama kegiatan peneliti dan bersikap disiplin
dengan waktu tersebut.

4. Membaca dan mencatat bahan penelitian.

1.6.5 Objektivitas dan validitas data

Suatu penelitian ilmiah yang baik haruslah memenuhi kriteria keabsahan
terhadap data-datanya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya uji objektivitas dan
validitas data. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif,
objektivitas data dapat diketahui melalui metode content analysist, yaitu penilaian
terhadap pengungkapan-pengungkapan data penelitian.

Sementara itu, validitas data dapat dinilai dariadanya keberadaan
externalauditoryatau tahkik dalam menilai data penelitian. Dalam penelitian ini,
tahkik yang dimaksud dilakukan dari awal penelitian hingga penelitian selesai
dilakukan, yaitu selama bimbingan berlangsung yang ditandai dengan pengesahan
oleh pembimbing dan keberhasilan dalam melewati uji kelayakan sidang oleh para

penguji di akhir penelitian.

1.6.6 Teknik analisis data

Setelah data-data yang terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti
selanjutnya melakukan tahap analisis data. Tahap ini dilakukan dengan
menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data

yang ditemukan dalam penelitian ke dalam bentuk kalimat.
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Selain itu, pada penelitian ini metode analisis kualitatif juga dilengkapi
dengan metode analisis normatif. Selanjutnya, hasil analisis yang diperoleh akan
disimpulkan secara deduktif. Yaitu menyimpulkan suatu hasil tertentu yang
didapat dengan mengolah fakta-fakta yang bersifat umum untuk ditarik suatu

kesimpulan yang bersifat khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan  skripsi ini dimulai dengan bab pertama mengenai
pendahuluan.Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan,
tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua terdiri dari landasan teori mengenai gambaran umum
pengawasan internal.Pembahasan akan dimulai denganlandasan atau kerangka
teoretik yang membahas mengenai prinsip dasar pengawasan, fungsi pengawasan
dalam kebijakan ekonomi, dasar hukum dan praktikpengawasan internal dalam
islam, fifz al-din dan kaidah magqasidiyyah dalammagasid al-syarr ‘ah.

Selanjutnya, bab ketiga membahas mengenai analisis data dan
pembahasan, yang meliputi aspek-aspek pengawasan internal dalam Peraturan
Pemerintah No. 60/ 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, fungsi
pengawasan internal dalam hifz al-din, serta analisis data penelitian. Pada bab ini,
akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis sesuai dengan

kerangka teoritik yang telah ada.
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Bab keempat memuat penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada
bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah
dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan topik penelitian yang
diperoleh selama penelitian ini berlangsung serta saran-saran yang diperlukan
untuk penelitian lanjutan yang dapat menyempurnakan pembahasan yang dibahas

dalam penelitian ini.



BAB DUA

TEORI PENGAWASAN DALAM KEBIJAKAN EKONOMI

2.1 Konsep Dasar Pengawasan
2.1.1 Prinsip dasar pengawasan

Pengawasan secara sederhana dimaknai sebagai suatu proses untuk
menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu
mengoreksinya dengan maksud supaya pekerjaan tersebut terlaksana sesuai
dengan yang direncanakan. Sehingga, yang menjadi tujuan utama dalam
pengawasan adalah memastikan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Sebagai salah satu fungsi manajemen, keberadaan pengawasan menjadi
sangat penting. Dengan adanya pengawasan, dapat ditentukan apakah dalam
proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah
belum. Di mana dengan mengoptimalkan fungsi ini, setiap kesenjangan antara
rencana dan pelaksanaan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
dapat diketahui dan ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan kembali terarah sesuai
dengan apa yang direncanakan.*®

Untuk mewujudkan suatu pengawasan yang efektif, perlu dipenuhi
beberapa prinsip pokok atau utama dalam pengawasan. Pertama, adanya rencana-
rencana tertentu. Hal ini menjadi keharusan karena adanya rencana tersebut akan
menjadi tolak ukur atau standar pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang

dilakukan.

% Abdurrohmat Fathoni, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta:
Rineka Cipta, 2009), him. 30-31.
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Melaksanakan pengawasan berarti melakukan perbandingan antara segala
sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencana yang sudah ada. Dalam
manajemen, fungsi pengawasan ini berhubungan erat dengan fungsi manajemen
lainnya terutama fungsi perencanaan. Di mana pengawasan tanpa perencanaan
tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik karena tidak memiliki pedoman
untuk melaksanakannya.*’

Kedua, dalam pengawasan juga harus ada pemberian wewenang atau
instruksi kepada bawahan-bawahannya. Berdasarkan instruksi dan wewenang
tersebut, kemudian bawahan akan diawasi pekerjaannya.*®

Selain dua prinsip pokok tersebut, suatu sistem pengawasan juga harus
memenuhi prinsip-prinsip berikut ini.*

a. Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan—kebutuhan dari kegiatan-

kegiatan yang harus diawasi.

b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.

c. Fleksibel.

d. Dapat mereflektir pola organisasi.

e. Ekonomis.

f. Dapat dimengerti.

g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

*bid., hIm. 32-33.

¥ M. Manulang, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), him. 128-
129.

¥bid., hIm. 129.
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2.1.2  Fungsi pengawasan dalam kebijakan ekonomi

Dalam Ilmu Ekonomi (economics), kebijakan publik erat kaitannya
denganpermasalahan ekonomi makro (macro-economics). Yaitu suatu disiplin
ilmu yang membahas mengenai konsep ekonomi nasional suatu negara, termasuk
mengenai proses pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk suatu
kesejahteraan.*’

Setiap  pemerintahan  memiliki  misi  untuk  mencapai  tujuan
pemerintahannya. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah berfungsi untuk
melaksanakan dan melindungi kepentingan masyarakat (publik). Suatu
pemerintahan dikatakan berhasil, baik pemerintah daerah maupun pemerintah
pusat, ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa tugas pemerintah di bidang
ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan.** Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut terdiri dari aspek
pendapatan dan aspek semakin banyaknya pilihan konsumen.

Pada aspek peningkatan pendapatan, diperlukan dua faktor penunjang
utama, yaitu tersedianya lapangan kerja, dan stabilitas nilai tukar. Terkait dengan
dua faktor tersebut, pemerintah dapat mewujudkannya melalui pengembangan
investasi. Dengan mengembangkan investasi, aktivitas ekonomi di masyarakat
akan terdorong, sehingga akan tercipta beragam lapangan pekerjaan bagi

masyarakat, serta ikut mendorong terciptanya keseimbangan antara penawaran

* Henry Faizal Noor, Ekonomi Manajerial (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), him. 7.
“!Ibid, him 23.
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dan permintaan barang dan jasa di masyarakat yang pada akhirnya akan
membangun stabilitas nilai tukar internal maupun eksternal. *?

Sedangkan pada aspek semakin banyaknya pilihan konsumsi barang dan
jasa, faktor penunjang keberhasilannya juga melalui investasi. Semakin
banyaknya investasi di berbagai sektor perekonomian, maka semakin banyak pula
ragam barang dan jasa yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengembangan investasi oleh pemerintah
merupakan hal penting yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar. 2.1** dan Gambar. 2.2*
berikut ini.

Gambar. 2.1
Permodelan untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Investasi
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“1bid, him 419-420.
“1bid, him. 15.
*1bid, him. 420.
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Gambar. 2.2
Hubungan Tugas Pemerintahan dan Investasi

Tugas Negara

Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat

Menciptakan Mendorong
Stabilitas Nilai Penciptaan
Tukar (internal & Lapangan
eksternal) Pekerjaan

Secara umum, peran pemerintah dalam pengembangan investasi publik
sangatlah luas. Tidak hanya terbatas dalam bentuk perizinan usaha saja, tetapi
lebih mendasar kepada bagaimana mengarahkan investasi nasional agar
bermanfaat  sebesar-besarnya bagi kesejahteraan  masyarakat, melalui
pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien.*’

Investasi publik merupakan investasi yang dilakukan oleh negara atau
pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna

memenuhi kebutuhan masyarakat (publik) yang bersifat nirlaba atau nonprovit.

“1bid, him 426-427.
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Investasi ini banyak ragam jenisnya, seperti pembangunan jalan dan jembatan,
sekolah, taman, pasar, rumah sakit dan sarana serta prasarana publik lainnya.*®

Oleh karena investasi publik dilaksanakan oleh negara, maka
pembiayaannya dilakukan melalui APBN atau APBD. Investasi ini akan
memberikan nilai tambah berupa barang dan jasa, lapangan pekerjaan dan sewa
serta mendorong mobilitas perekonomian dan meningkatkan peradaban
masyarakat suatu negara. Sehingga, terdapat celah sia-sia apabila investasi
tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pentingnya peran pemerintah
dalam pengembangan investasi bukan hanya sebagai pengatur dan pengarah saja,
tetapi juga sebagai pengawas. Yaitu mengawasi penggunaan sumber daya
investasi nasional secara efisien dan efektif. Di mana penggunaan sumber daya
nasional yang teralokasi dalam APBN dan APBD harus diawasi secara tepat
penggunaannya. Sehingga diharapkan investasi publik dapat memberikan
kesejahteraan semaksimal mungkin bagi masyarakat.

Aktivitas pengawasan tersebut merupakan pengendalian terhadap
pelaksanaan agar sesuai dengan rencana awal, membandingkan hasil dengan
target, serta melakukan tindakan korektif atas penyimpangan. Hasil dari
pengawasan tersebut kemudian akan dijadikan bahan untuk pengambilan
keputusan dalam merumuskan dan merencanakan kegiatan berikutnya.*’

Peran pemerintah tersebut seyogyanya dirumuskan dalam undang-undang

atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi maupun investasi. Di

“°Ibid, him 439-440
47 Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: Raja Grafindo), him. 38.
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mana adanya suatu payung hukum yang menjelaskan secara jelas mengenai peran
pemerintah sebagai pengawas terhadap penggunaan sumber daya nasional demi
kepentingan publik.

Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan internal maupun
eksternal. Pengawasan ini dilakukan dengan menjalankan tiga hal, yaitu
memastikan, menilai, dan memberikan rekomendasi.*® Hal ini dimaksudkan agar
pemerintah melakukan tugas dan kewajibannya sebaik mungkin dalam mengelola
keuangan negara. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal, pemerintah
menyelenggarakan Aparat pengawasan Internal pemerintah (APIP). *°

Di tingkat Pemerintah Pusat ada BPKP, dan Inspektorat Jenderal pada
tiap-tiap departemen/kementerian. Di tingkat | ada Inspektorat Provinsi, dan di
tingkat 11 ada Inspektorat Kabupaten/Kota. Bahkan pada masing-masing BUMN

dan BUMD juga ada Satuan Pengawas Intern (SPI).

2.2 Konsep Pengawasan Internal dalam Islam
2.2.1 Dasar hukum pengawasan internal dalam Islam

Dalam Islam, pengawasan pada dasarnya muncul dari pemikiran tentang
pentingnya tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Jabatan atau
pekerjaan yang dimiliki seseorang merupakan suatu bentuk amanah yang harus

dilaksanakan. Memegang urusan kenegaraan, urusan pertanian, pun artinya

*8 Gil Courtemanche (Ed. Hiro Tugiman), The NewInternal ..., him. 17.

* lhyaul Ulum MD, Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar (Jakarta:Bumi Aksara, 2009),
him. 138.
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memegang amanah.>® Maka hendaklah amanah tersebut ditunaikan dengan sebaik-
baiknya. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Swt. dalam surah An-nisa’

ayat 58,

|
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.” (QS. An-Nisa’ [4] :58)

Allah memerintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah
kemungkaran sebagai bagian dari fardu kifayah.”*Adanya pengawasan internal
akan menjauhkannya dari berbagai bentuk penyimpangan serta dapat
menuntunnya untuk tetap konsisten dalam melaksanakan setiap aktivitasnya
dengan berpegang teguh pada hukum-hukum dan syariat Allah. Allah berfirman

dalam surah Ali Imran ayat 104,

._.,,.»
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali

Imran [3] : 104)

* Hamka, Tafsir Al-Quran, Jilid 4 (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), him. 1271.
> Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), him. 366.
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Setiap manusia biasa memiliki kecenderungan melakukan kesalahan
karena menuruti hawa nafsunya. Sehingga penting bagi manusia untuk saling
memberikan peringatan bagi sesamanya. Hal ini dapat dilakukan secara individu
maupun melalui lembaga tertentu baik formal maupun non-formal.

Bagi umat yang berpegang teguh dalam melaksanakan amar makruf nahi
mungkar, Allah memuji mereka. Akan tetapi bila mereka lalai dalam tugasnya
tersebut dan bahkan ikut terlibat dalam kemungkaran, tidak ada yang mereka
dapatkan kecuali celaan dan kebinasaan.>? Sebagaimana firman Allah dalam surah

Ali Imran ayat 110,

f »
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Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih
baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran
[3]: 110)

Allah menambahkan dalam surah At-Taubah ayat 71, bahwasanya mereka
yang beriman tidak akan saling menghianati. Akan tetapi mereka bersatu dan
saling menolong. Orang-orang mukmin saling mengingatkan satu sama lain.
Bersama-sama mereka menegakkan kebaikan dan menentang serta mencegah

kemungkaran.>®

*2Ipid., him. 366.
*% Hamka, Tafsir Al-Qur’an, Jilid 4 ..., him. 3028-3029.
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Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka
menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar,
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada

Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-
Taubah [10] : 71)

Allah bahkan memuliakan hamba-hamba-Nya yang memiliki sifat amar
makruf nahi mungkar tersebut dengan menyejajarkannya dengan sifat-sifat

mukmin yang lain>*, sebagaimana firman-Nya dalam Surah At-Taubah ayat 112,
St o y205 il byl Sxlntd Gk 0420 G5k G5l 5
O a2 O 5yl Oofaal
Artinya: “Mereka itulah orang yang sering bertaubat, beribadah, memuji Allah,
berjalan di jalan Allah, rukuk, sujud, menyuruh yang makruf, mencegah
yang mungkar, memelihara hukum-hukum Allah, dan berilah kabar

gembira kepada orang-orang mukmin.” (QS. At-Taubah [10] : 112)

Begitupun dengan Rasulullah saw., beliau menyebutkan dalam
hadisnyabahwa kewajiban umat untuk mencegah kemungkaran menjadi
kewajiban yang mutlak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bahkan Rasul

membandingkan tingkatan mencegah kemungkaran dengan tingkatan iman yang

dimiliki seseorang,*

> Badr Abdurrazaq Al-Mash, Hisbah Hasan Al Banna: Kajian Argumentatif-Historis
Lembaga Amal Makruf Nahi Mungkar Dan Upaya Menuwujudkannya Kembali (terj. Abu Zaid)
(Solo: Era Intermedia, 2006), him. 3.

%5 Wahbah, az-Zuhaili, Tafsir al-Munir Jilid 2 ..., him. 366.
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Artinya: “Dari Abi Sa’id Al-Khudri ra. ia berkata: aku pernah mendengar
Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa di antara kalian melihat
kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya
(kekuasaannya), jika ia tidak mampu maka dengan lidahnya
(menasihatinya), dan jika ia tidak mampu juga maka dengan hatinya

(merasa tidak senang atau tidak setuju), dan demikian itu selemah-
lemah iman.” (HR. Muslim)

2.2.2 Praktik Pengawasan Internal dalam Islam

Dalil-dalil pada pembahasan sebelumnya menunjukkan begitu
komprehensifnya Islam sehingga telah mengatur segala sesuatunya termasuk
mengenai  pentingnya pengawasan. Meskipun Islam  kemudian tidak
mendefinisikan secara rigid tentang pengawasan-pengawasan yang wajib untuk
dilakukan.

Hal ini tidak lain ialah untuk membebaskan para umatnya dalam
menjalankan pengawasan yang disesuaikan dengan pengalaman, kondisi sosial,
ataupun manajemen yang terdapat dalam suatu masyarakat. Sehingga, mengenai
pengawasan internal juga tidak memiliki landasan yang khusus.

Islam menganggap bahwa sistem pengawasan intern berperan dalam

pengaturan kerja sesuai dengan dasar-dasar yang tidak membuka peluang
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kecurangan dalam kekayaan umum.>® Dalam diri seorang muslim, pengawasan
intern berasal dari pengawasan Allah Swt. terhadap dirinya,>” baru kemudian
disertai dengan pengawasan oleh lembaga yang bersangkutan.
1. Al-hisbah
Di antara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi
kegiatan ekonomi untuk mencegah orang-orang yang lemah sisi
keimanannya dari penyimpangan dalam kegiatan ekonomi dari jalan
yang benar dan mencegah dari memakan harta orang lain dengan cara
yang batil. *®
Dalam Islam, pada dasarnya jika kita membahas mengenai
pengawasan akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut-sebut dalam
Kitab terdahulu sebagai al-zisbah. Hal ini sudah lama menjadi perhatian
bagi banyak pemikir Islam termasuk Ibnu Taimiyah di dalamnya. Di
mana al-hisbahmerupakan salah satu wujud peran negara dalam
mengawasi dan mengontrol kehidupan ekonomi masyarakat.*
Secara bahasa (etimologi), al-kZisbah berasal dari kata bahasa
Arab yang berarti “menghitung”, atau “pahala”. Al-Hisbah juga bisa
menjadi isim masdar dari al-iitisabyang berarti “sebaik-baik perhitungan

dan pengelolaan”. Atau juga dapat berarti “menganggapsesuatu sebagai

*% Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2002), him. 158.

bid., hlm. 159.

%8 Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab (terj. Asmuni Solihan
Zamakhsyari) (Jakarta: Khalifa, 2006), him. 585.

* ALA. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (terj. Anshari Thayib) (Surabaya: Bina
lImu, 1997), him. 236.
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kemungkaran”, atau ‘“mengerjakan suatu perbuatan dengan niat
mengharap rida Allah”.®

Sementara itu, secara istilah (terminologi), oleh al-Gazalial-
hisbahdiartikan ~ sebagai usaha untuk mencegah kemungkaran
(pelanggaran) terhadap hak Allah dengan maksud menghindarkan orang
yang dicegah melakukan kemungkaran.®*Sedangkan menurut lbnu
Khaldun, al-kisbah termasuk kewajiban negara yang masuk dalam
kategori amar makruf nahi mungkar.®® Oleh al-Syaizari, menambahkan
makna al-#isbah dengan “dan memperbaiki keadaan manusia”.®®

Al-Mawardi mengatakan dalam bukunya Al-Ahkam Al-
Sulzaniyyah, al-hisbah tidak lain adalah menyuruh kepada kebaikan jika
terbukti kebaikan itu ditinggalkan, dan melarang dari kemungkaran jika
terbukti kemungkaran itu dikerjakan.®* Ini merupakan prinsip yang sama
sebagaimana yang dimaksud dalam fungsi pengawasan.

Seorang  penulis  kontemporer, Muhammad al-Mubarak

menyebutkan bahwasanya al-kisbah merupakan suatu fungsi kontrol dari

pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki

% Muhyiddin Bin Ya’qub Al-Fairuzabadi, Al-Qamus Al-Muhith (Damaskus: Maktabah
An-Nuri), him. 54-55. Dikutip dari Badr Abdurrazaq Al-Mash, Hisbah Hasan Al Banna..., him. 3.

®1 Abu Hamid Al-Ghazali, hya’ Ulumuddin (Beirut: Dar Al-Ma’arif, 1982), hlm. 323.
Dikutip dari Badr Abdurrazag Al-Mash, Hisbah Hasan Al Banna..., him. 4.

%2 Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Mugaddimah Ibn Khaldun (Beirut:Dar Al
Qalam, 1981), him.225. Dikutip dari Badr Abdurrazaq Al-Mash, Hisbah Hasan Al Banna..., him.
5.

%3 Sa’d ‘Abdullah Sa’d al-“Arifi, al-hisbah wa al-Siyasah al-Jinayah di al-Mamlakah al-
‘Arabaiyah al-Sa 'udiyah, Disertasi, Jilid | (Riyad: al-Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tawzi’,
2001), him. 23. Dikutip dari Muhibbuththabary, “Wilayatul Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan
Implementasi)” (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), him. 33.

* Ilmam Al Mawardi, Al-ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan
Negara Dalam Syariat Islam (terj. Fadli Bahri)(Jakarta: Darul Falah, 2006), him. 398.
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pengetahuandi bidang moral, agama dan ekonomi dan secara umum
berkaitan dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai
keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan
menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.®

Sedangkan menurut ‘Abd al-‘Aziz Muhammad Mursyid, al-
hisbahadalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh
pemerintah dengan mengangkat pejabat Kkhusus yang mengawasi
perbuatan setiap orang agar sesuai dengan ajaran Islam, melakukan amar
makruf nahi mungkar berdasarkan hukum syarak dan kaidah-
kaidahnya.®

Hisbah dilakukan oleh seorang yang disebut dengan mu#jtasib.
Seorang mujtasib atau dalam literatur lain disebut dengan gadr hisbah,
berhak memutuskan tindak penyelewengan (mukhalafah) ketika terjadi
suatu kasus tanpa memerlukan ruang sidang pengadilan.®” Dalam Islam,
Rasulullah saw. merupakan mu/tasib pertama yang menjalankan fungsi
al-hisbah.

Hal ini sebagaimana yang dikutip dari suatu hadis, ®®

% A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu ..., him. 236.
% <Abd al-‘Aziz Muhammad Mursyid, Nizam al-Hisbah fi al-Islam, (Tesis) (Universitas

Muhammad Ibn Sa’ud al-Islamiyah, 1392/1393 H), him. 178. Dikutip dari Muhibbuththabbary,
Wilayat al-Hisbah di Aceh ..., him. 35.

% Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam (terj. M. Maghfur) (Jakarta: Darul

Ummah, 2002), him. 242.

335.

% Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), him. 334-
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Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahwasanya Rasulullah
saw. pernah menjumpai setumpuk makanan lalu beliau
memasukkan tangannya. Maka jari tangan beliau tersentuh

bagian makanan yang basah, kemudian beliau bersabda, “apa

ini, wahai pemilik makanan?”. Pemilik makanan itu
menjawab, “ltu karena terkena panas matahari, wahai
Rasulullah.” Beliau kemudian bersabda, “Tidakkah engkau
meletakkannya di bagian atas makanan agar orang

melihatnya. Barangsiapa menipu, bukan termasuk dari
(golonganku).” (HR. Muslim)

Setelah masa Rasulullah saw., al-kisbah ini terus berlanjut pada
masa Khulafaur rasyidin dan setelahnya. Dikatakan pada masa Umar bin
Khattab r.a., beliau telah meletakkan pondasi yang cukup jelas mengenai
pengawasan, termasuk pengawasan internal di dalamnya meski hanya
sekilas saja.

Khalifah Umar bin Khattab r.a. pada masanya telah menciptakan
suatu mekanisme dan sarana perlindungan serta pengawasan terhadap
aset publik. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan menyebarkan para
pengawas dan mata-mata untuk mengawasi pejabatnya serta mengutus
petugas pemeriksa pusat untuk melaksanakan audit.”® Cara yang
dilakukan oleh Khalifah Umar r.a. tersebut menunjukkan bahwa fungsi
pengawasan intern telah diimplementasikan pada masa awal Islam

berkembang.

®Husain Husain Syahatah, Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam,
(Jakarta: Amzah, 2005)hIm. 50.
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Selain itu, beliau juga telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan program kerja. Yaitu dengan memperhatikan pengeluaran
Baitul Mal secara adil dan tidak mengambil harta dari rakyat secara
zalim. Beliau berpesan kepada petugas Baitul Mal dengan berkata,
“Janganlah kamu ambil harta simpanan kaum muslimin, dan janganlah
membuat resah rakyat sehingga mereka sampai tak bisa makan.”"

Beliau menganggap bahwa harta umum lebih banyak menghadapi
pelanggaran dan pencurian dari harta pribadi, sehingga pengawasan
terhadapnya menjadi sangat penting.”* Menyadari hal ini, Khalifah Umar
r.a. kemudian melakukan pengawasan khusus terhadap para pejabat yang
terdiri dari pengawasan pra, pengawasan pasca, dan pengawasan
langsung (inspeksi).”

Pada masa Khalifah Umar r.a.,al-kisbah yang dilakukan
diantaranya bertujuan untuk,”

a. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi,
yaitu sebagai jalan menyempurnakan pekerjaan dan melawan
penipuan

b. Mewujudkan keamanan dan ketentraman

c. Mengawasi keadaan rakyat

d. Menjaga kepentingan umum

" Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar ..., him. 175-176.
™ Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar ..., him. 622.

"2Ibid., hlm 654-655 dan 663.

"Ibid., him. 591-599.
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Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tugas pegawai jabatan al-
hisbah ialah menjalankan amal makruf dan nahi mungkar dalam semua
urusan yang tidak menjadi tugas khusus pegawai-pegawai tinggi
kerajaan, hakim-hakim dan pegawai-pegawai jabatan kerajaan yang
lain.”

Al-Mawardi menyebutkan dalam bukunya bahwa al-kisbah
terdiri  dari  menyuruh kepada kebaikan, dan melarang dari
kemungkaran.”® Dalam hal ini, pengawasan intern dapat mencakup kedua
unsur tersebut. Di satu sisi, pengawasan intern merupakan bentuk usaha
menyuruh kepada kebaikan yaitu berupa memberi peringatan. Dan di sisi
lain, pengawasan intern merupakan bentuk pelarangan dari kemungkaran,
yaitu untuk mencegah dari penyelewengan atau penyimpangan.

Melalui al-kisbah, negara dapat menjalankan fungsi untuk
mengontrol atau mengawasi  kondisi  sosio-ekonomi’®  secara
komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi
terutama pengawasan industri, jasa profesional, standarisasi produk,
mencegah penimbunan barang, serta praktik riba dan perantara. Selain itu

juga pengawasan terhadap perilaku sosial penduduk, kinerja mereka

™ Muhammad Abdul Mun’im Al-Jamal, Ensiklopedia Ekonomi Islam, Jilid 1, Terj:
Salahuddin Abdullah (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1992), him. 362.

" Imam Al Mawardi, Al-ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum ..., him. 403.

® Fungsi sosio-ekonomi yang dimaksud adalah pengawasan terhadap kecukupan
kebutuhan, pengawasan terhadap industri, pengawasan terhadap jasa, pengawasan atas
perdagangan, serta pengawasan pembangunan aset publik. Lihat A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi
Ibnu ..., him. 240-241.
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dalam melaksanakan kewajiban agama dan Kkinerja mereka untuk
pemerintah.”’

Badan pengawas juga memiliki tugas untuk mengawasi aset
publik dan menerapkan hukum dan prinsip syariat Islam dalam aturan
transaksi perdagangan. Selain itu, juga harus mencegah penyimpangan
sedini mungkin sebelum terjadi, memberikan saran, petunjuk dan laporan
kepada kepala negara mengenai segala bentuk penyelewengan dan
kesalahan yang terjadi.”

Tema al-kisbah ini pada intinya adalah amar makruf nahi
mungkar. Para fugaha telah bersepakat bahwasanya hukum terhadap nahi
nungkar itu menjadi wajib apabila telah tampak secara jelas suatu
kemungkaran dan mencegahya tidak mengakibatkan kemungkaran yang
lebih besar. Selain itu, perbuatan mungkar tersebut haruslah tanpa khilaf.
Karena tidak dibenarkan untuk melakukan hisbah terhadap masalah-
masalah ijtihadiyah.”

Menurut sejarah, al-Aisbah ini tetap bertahan sampai awal abad
ke-18. la menjadi institusi penting selama periode Dinasti Mamluk. Di
daerah Mesir, sistem ini masih bertahan sampai masa pemerintahan
Muhammad Ali. Sementara di Maroko, lembaga ini bahkan masih

ditemukan sampai awal abad ke-20 ini.*

"bid ..., him. 239.
"8 Husain Husain Syahatah, Perlindungan Aset Publik ..., him. 81.
" Badr Abdurrazaq Al-Mash, Hisbah Hasan Al Banna..., him. 22-23

8 Ziadeh, N., Al-Hisbah Wa’l Muhtasib Fi’l-Islam (Beirut: catholic press, 1953), him. 32.
Dikutip dari A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu ...., him. 238.
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Namun demikian, di masa kini lembaga al-Aisbah tidak lagi
ditemukan secara tunggal seperti yang ada pada masa Islam dulu.
Pekerjaan dari al-hisbah itu kini dilakukan oleh berbagai menteri dan
departemen yang berbeda-beda.®

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsepsi al-
hisbah ini memiliki kesamaan dengan beberapa lembaga pengawas saat
ini, di antaranya yaitu Inspektorat Jenderal (APIP) dalam hal pengawasan
aset dan pelaksanaan kebijakan.

2. Pengawasan manajemen

Dalam bentuk khusus, pada masa Khalifah Umar bin Khattab
telah dilaksanakan suatu bentuk pengawasan kerja yang disebut juga
dengan pengawasan manajemen. Khalifah Umar sangat tegas terhadap
para pegawainya, terlebih pada posisi-posisi yang dapat dengan mudah
melakukan penyimpangan, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab
atas pekerjaan umum seperti gubernur, hakim, pegawai pajak, dan
lainnya.*

Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.®
a. Memastikan kesamaan kesempatan dan kemampuan pegawai. Hal

ini dimaksudkan untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi

yang tepat.

8 AA. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu ..., him. 243.
82 Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar .... him. 585-586.
8bid, him. 684-691.
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Memastikan dijalankannya syarat-syarat kerja. Untuk setiap
pegawainya, Khalifah Umar selalu memastikan bahwa si pegawai
telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan syarat-
syarat kerjanya.

Meluruskan perilaku pegawai. Ini merupakan salah satu tujuan
utama diberlakukannya pengawasan. Di mana pegawai yang kuat
tapi amanahnya lemah, memerlukan pengawasan yang kuat agar
tidak berkhianat dalam pekerjaannya.

Menjaga harta benda umat islam. Setiap pegawai memiliki
kesempatan untuk berbuat zalim terhadap harta umat yang dijaganya,
oleh karena itu dibutuhkan pengawasan.

Memberikan balasan yang berbuat baik dan menghukum yang
berbuat jahat. Dengan adanya motivasi dari Khalifah, maka pegawai
akan lebih terdorong untuk melakukan yang terbaik dalam
menyempurnakan pekerjaannya dan menghindari kesalahan-
kesalahan.

Adil kepada rakyat. Dengan adanya pengawasan, para pegawai akan
terkontrol untuk bersikap lebih bertanggung jawab kepada rakyat.
Memerangi suap dan penggunaan cara-cara yang tidak disyariatkan.
Dengan terhindarnya suap dan perantaraan yang tidak sesuai dengan
syariat, maka perangkat manajemen akan terjaga kemampuannya.
Mengatur waktu kerja. Pengaturan waktu kerja yang stabil akan

mendorong keberhasilan kerja yang lebih besar.
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Salah satu usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar untuk
menghindari mismanajemen dan mewujudkan tujuan-tujuan di atas
adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pegawainya melalui
beberapa cara berikut.*

a. Penguatan pengawasan pribadi. Sangat penting jika para pegawai
menyadari bahwa pengawasan yang paling utama adalah dari diri
mereka sendiri. Oleh karena itu, Umar selalu mengingatkan kepada
para pegawainya bahwa pekerjaan adalah jihad, agar mereka
melakukan pekerjaan dengan giat dan semangat.

b. Ujian percobaan. Yaitu dengan menguji para pegawainya dengan
jabatan yang mereka punya.

c. Meneliti dan membuktikan kebenaran. Yaitu dengan menunjukkan
pengawas tertentu untuk menyelidiki mengenai suatu berita
pengaduan yang sampai kepadanya. Hal ini serupa dengan yang
dilakukan para auditor investigatif.

d. Mengadakan rapat tahunan. Yaitu dengan mengadakan pertemuan
para pegawai dan wali serta para pengawas yang diutus oleh
Khalifah ke beberapa wilayah untuk didengarkan mengenai
pekerjaan mereka dan permasalahan yang mereka hadapi.

e. Kunjungan lapangan. Khalifah sering melakukan kunjungan seorang

diri ke berbagai daerah untuk membuktikan mengenai permasalahan

%1bid, him. 691-701.
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rakyatnya dan bagaimana para pegawainya mengurus masalah
tersebut.

f.  Pengawasan umat terhadap penguasa. Pengawasan ini menjadi salah
satu faktor penting dalam mengawasi para pemimpin daerah.

g. Membuat standar pelaksanaan kerja. Hal ini akan memudahkan
pelaksanaan pekerjaan menjadi sesuai dengan rencana yang telah
dibuat, meningkatkan kemampuan para pegawai, serta
menginformasikan kepada para pegawai mengenai tingkat
keberhasilannya dan  penghargaan atau  hukuman  yang
didapatkannya.

h. Korespondensi khalifah dengan para gubernurnya. Yaitu dengan
melakukan  koordinasi  terhadap  pekerjaan-pekerjaan  yang
dilaksanakan oleh para pegawainya.

Pengawasan manajemen yang dilakukan khalifah Umar meskipun
tidak sekomplit pengaturan manajemen saat ini, tetapi hal tersebut telah
menunjukkan bahwa begitu pentingnya pelaksanaan pengawasan
terhadap kerja para pegawai. Hal ini ternyata sesuai dengan apa yang

dicita-citakan oleh pemerintah kita.

2.3 Magadasid Al-Syari‘ah
2.3.1 Hifz Al-Din dalam Magqasid Al-Syari ‘ah
Magasid al-syari‘ah dapat diartikan bahwa tujuan pokok syariat adalah

untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tidak dilihat secara teknis saja,
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tetapi segala upaya dalam pengembangan hukum juga dilihat sebagai sesuatu yang
mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum Allah.®®

Kemaslahatan dapat diwujudkan dalam perwujudan dan pemeliharaan lima
unsur pokok syariat. Lima unsur pokok ini terdiri dari agama, jiwa, keturunan,
akal dan harta. Dalam usahanya untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut,
al-syatibl membagi tujuan syariat menjadi tingkatan-tingkatan tertentu.

Pertama, magasid al-daruriyyat, yaitu tujuan syariat untuk memelihara
kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Jika tujuan ini tidak
terwujud, maka dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
Kedua,magasid al-hajjiyyah yaitu tujuan syariat untuk menghilangkan kesulitan
dan menjamin pemeliharaan lima unsur pokok tersebut menjadi lebih baik.

Apabila tujuan syariat di atas tidak terwujud, maka akan membawa
kesulitan bagi manusia. Dan yang Kketiga, magasid al-tahsiniyyat yaitu tujuan
syariat untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Jika
tujuan ini tidak terwujud, maka upaya pemeliharaan lima unsur pokok tersebut
menjadi tidak sempurna.®

Di antara lima unsur pokok kehidupan manusia, unsur yang paling dekat
dengan pengawasan adalah pemeliharaan agama atau kifz al-dindan ikut tercakup
di dalamnya pemeliharaan harta, yaitu harta umum. Agama sebagai acuan dasar

dalam kehidupan umat menjadi mutlak dilakukan pemeliharaan.®’

& Asafri Jaya Bakri, “Konsep Magashid Al Syariah ..., him. 65.
*1bid., him. 71-72.
8 Muhibbuththabbary, Wilayat al-Hisbah di Aceh ..., him. 28.
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2.3.2 Kaidah magqasidiyyah

Dalam magasid al-syari‘ah, dikenal adanya kaidah magasidiyyah. Kaidah
initerdiri dari kaidah umum magqgasid yang berjumlah dua puluh tiga (23) kaidah,
dan kaidah khusus magasid yang berjumlah lima puluh empat (54) kaidah.
Kaidah-kaidah khusus ini terbagi menjadi 14 jenis kaidah tentang cara mengenal
magqgasid, 4 kaidah tentang al-mukammil, 13 kaidah tentang sarana
mencapaimaqgasid (wasa’il), 6 kaidah tentang al-magasid al-tabi‘ah, 5 kaidah
magqasid al-mukallaf dan 12 kaidah tentang tarjih.

Menurut kaidah magasidiyyah,jika kita pahami dengan baik pengawasan
internal masuk ke dalam kaidah wasa’il. Prasarana (al-wasa’il), adalah hukum-
hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan.Hukum ini
tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan
tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau
tercapai akan tetapi terjadi kekacauan.

Kaidah wasa il ini terbagi menjadi 13 jenis kaidah, yaitu sebagai berikut.®®

1) Kaidah pertama:

Aol 3821 d 2t

“Hukum tujuan juga berlaku untuk sarananya.”

2) Kaidah kedua:
et alias ) Sl 5 a2 sl il 055

“Ada kalanya sarana yang diharamkan menjadi tidak haram jika
mengantar pada maslahat yang jelas.”

 Muhammad Sa‘ad ibn Ahmad ibn Mas‘ad al-Yibi, Magdsid al-Syari ‘ah al-Islamiyyah
(Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), him. 449-466.
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5)

6)

7)

8)

9)
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Kaidah ketiga:
gl Ji) ke waiddl gt in WS

“Jika gugur iktibar magasid, maka gugur pula iktibar wastlah.”

Kaidah keempat:

PRI

20, o st ] ses o 2% 4. a8l
w:sg_a 9.@_953‘\.‘@/ &3 j\ \:Lw.af.-g,,a.s

“Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat,
maka tindakan itu terlarang.”

Kaidah kelima:
&

eolis O6aly CalF Ty Blg 5520 5

“Ganjaran untuk sarana berbeda-beda sesuai menurut perbedaan pada
maqasid itu sendiri.”

Kaidah keenam:
AR 08 s ) Hgh g Wl

“Manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka
pengaruhnya besar.”

Kaidah ketujuh:
g

AR Ay waddl B Algl ol 22 &

“Sarana yang tidak menyampaikan pada tujuan tidak diiktibar.”

Kaidah kedelapan:
Apliddl o 3 it Al

“Wasa'il lebih rendah tingkatannya dari magqasid.”

Kaidah kesembilan:



47

ket S8 3 320 588 o aaddd) D) pilegh w5355 13y
ety SIS aZ Stz o) gl aotill SuaZ o ol i

“Apabila ada beberapa wasa’il yang mengantar pada magasid yang
satu, maka syariat mengiktibar yang terkuat, di mana magasid
terwujudkan secara sempurna, langsung, dan mudah.”

10) Kaidah kesepuluh:
BB g WS sl bl aotiad ) eyl g el ogled 1)

° <
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\
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“Apabila beberapa wasa’il setara dalam menghasilkan magasid, maka
iktibar syariat sama atasnya, dan mukallaf boleh memilih sebagiannya,
karena wasa il tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri.”

w

11) Kaidah kesebelas:
e Wil 2 ¥ 333 e Uadtals D813 £ 201 6

!

“Apabila sesuatu hukumnya wajib, dan baginya ada beberapa wasa ’il,
maka tidak wajib salah satunya secara sendirinya.”

12) Kaidah keduabelas:
iy et v ety R bk e ) 850 3

235G V3 2% el

“Kadang wasa’il mengandung mafsadat sehingga sehingga
dimakruhkan atau diharamkan, tetapi wasa’il baginya tidak
dimakruhkan atau diharamkan.”

13) Kaidah ketigabelas:
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“Pada wasa’il dimaafkan sesuatu yang tidak dimaafkan pada
magqasid.”
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PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENSYARIATAN
HUKUM ISLAM

3.1 Konsep Pengawasan Internal dalam Peraturan Pemerintah No. 60/ 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3.1.1 Makna dan Tujuan Pengawasan Internal

Melalui Peraturan Pemerintah No. 60/ 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, setiap pimpinandiwajibkan untuk melakukan pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah di instansinya dengan
memberlakukan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern tersebut
bertujuan tidak lain adalah untuk memastikan tercapainya efektivitas dan efisiensi
terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Sebelumnya, pengawasan intern tidak diatur disebut secara khusus dalam
suatu produk hukum tertentu, tetapi tersebar di beberapa peraturan. Berdasarkan
Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan,
Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dariPengawasan yang
dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat
Daerah; dan Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat
pengawasan.

Pengawasan atasan langsung ini disebut juga dengan pengawasan melekat,

yaitusegala usaha pengawasan pimpinan pada satuan organisasi pemerintahan

49
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atau kegiatan untuk mengendalikan atau menjamin dan mengarahkan agar sesuatu
tugas atau pekerjaan berjalan dengan semestinya. Secara substansial, pengawasan
melekat ini memiliki makna yang sama dengan pengendalian internal
sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 60/ 2008 tentang
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah, vyaitu suatu  prosesyang
integralpadatindakan dankegiatanyangdilakukan secaraterusmenerusolehpimpinan
danseluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atastercapainya
tujuanorganisasi.

Selain itu, makna pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh aparat
pengawasan telah diinterpretasikan secara langsung ke dalam pengertian
pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Itjen, Itprov, dan Itkab/kota sebagai
bagian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Sehingga, kehadiran pengawasan intern merupakan suatu upaya yang
bertujuan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian
intern atau pengawasan melekat (built in control) yang dilaksanakan oleh setiap
pimpinan instansi sebagai bagian dari penjaminan kualitas (quality assurance).

Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam firman Allah Swt. dalam
Surah Al- Jinn ayat 14-15, di mana adanya pengawasan internal tersebut adalah
untuk memastikan agar SPIl atau pengawasan melekat tersebut benar- benar

berjalan di jalan yang lurus dan terhindar dari penyimpangan.
7 @ &1 1ot L et S N R TR TN EPAE BEUIT PR AE R
s 158 O3l dlIly L 10551555 SdgB ol 005 & Ogladlilg O3 AL

(15-14; =)
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Artinya: “Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari
kebenaran. Siapa yang Islam mereka itu telah memilih jalan yang
lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka
menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.” (Q.S. Al- Jinn [72] : 14-

15)

3.1.2 Prinsip Pengawasan Internal

Jika didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengawasan® yang diantaranya
menghendaki adanya rencana tertentu, penyelenggaraan pengawasan intern
dilakukansebagai bentuk penilaian independen terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah terutama yang didanai dengan APBN dan APBD.
Sehingga, didapatkan hasil bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi instansi tersebut
telah berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan yang telah
direncanakan.

Selanjutnya, pengawasan intern inijuga telah memenuhi prinsip pemberian
wewenang. Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan intern ini telah
mendelegasikan kewenangannya kepada lembaga khusus yang disebut dengan
APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). APIP ini terdiri dari Badan
Pemeriksaan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat (Inspektorat Jenderal,
Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota).

Dari sisi refleksitas terhadap sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang

harus diawasi, pengawasan internal ini tertuju kepada akuntabilitas keuangan

8 Lihat Bab sebelumnya pada sub bab Prinsip Dasar Pengawasan.
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negara dan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh sumber daya negara (public
fund)tersebut. la sejalan dengan tujuan negara dalam hal kebutuhan akan
pengelolaan keuangan negara yang menganut prinsip keterbukaan.

Salah satu yang terpenting dalam prinsip pengawasan adalah
diharapkannyauntuk segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Dalam
konsep pengawasan intern, hal ini ditunjukkan dengan salah satu fungsinya dalam
memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada setiap instansi pemerintah.

Fungsi pengawasan interndiimplementasikan melalui kegiatan audit, reviu,
evaluasi dan pemantauan. Sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip pengawasan
umum, kegiatan-kegiatan tersebut akan memudahkan  ditemukannya
penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan. Sehingga,
akan menjamin dilakukannya tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari
penemuan-penemuan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan tugas tersebut
dapat diperbaiki supaya pelaksanaan tugas menjadi sesuai dengan rencana atau
tujuan instansi semula.

Secara umum, konsep pengawasan intern dalamPeraturan Pemerintah No.
60/ 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini telah memenuhi
prinsip pengawasan yang berlaku umum. Hanya saja, terhadap prinsip ekonomis
sepertinya belum dipenuhi oleh Peraturan ini. Di mana praktik pengawasan intern
dilaksanakan oleh BPKP dan Inspektorat yang memiliki tupoksi yang berbeda.

Pemisahan kedua lembaga tersebut tentu tidaklah ekonomis.
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Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwasanya APIP
memerlukan peningkatan kompetensi dalam bentuk bimbingan dan pelatihan.
Sehingga dalam penyelenggaraan pengawasan intern akan menyerap lebih banyak
danadari APBN/D. Pelaksanaan pengawasan intern untuk memastikan
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi agar berlangsung seefisien dan seefektif
mungkin, malah tidak efisien dari sisi lembaga APIP itu sendiri.

Dalam hal ini, reformasi APIP secara kelembagaan dapat dipertimbangkan
demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara ekonomis, efektif dan
efisien. Terlebih posisi BPKP dan Inspektorat yang tidak memiliki perbedaan
signifikan dalam pelaksanaan pengawasan intern memungkinkan hal tersebut

dilakukan.

3.1.3 Azas Pengawasan Internal

Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, berdarakan Pasal 56
Peraturan Pemerintah No. 60/ 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah juga menganut suatu azas khusus yaitu independen dan obyektif.
Berdasarkan Standar Profesional Audit Internal, azas ini merupakan ruh dalam
pelaksanaan pengawasan intern. Azas ini menekankan bahwa APIP dalam
pelaksanaan tugasnya harus bebas dari pengaruh pihak manapun, sehingga hasil

pengawasan yang diperoleh benar-benar dapat ditindaklanjuti dengan baik.
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1. Independen
Yaitu auditor internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang
diperiksanya.”® Dalam hal ini, APIP harus dapat melakukan
pekerjaannya dengan bebas dan tanpa rasa takut, baik itu dalam
melaporkan temuan, kesimpulan (review), maupun memberikan
rekomendasi secara apa adanya.®*

2. Obyektif
Yaitu situasi yang memungkinkan bahwa seseorang tersebut
merasakan suatu realitas dengan apa adanya. Untuk dapat
melaksanakan hal ini, seseorang itu haruslah memiliki kecerdasan,
pengetahuan formal dan pengalaman, serta tidak memiliki
kecondongan emosional.*2

Seringkali terjadi masalah terkait objektivitas laporan Kinerja

karena adanya benturan kepentingan, yaitu antara kepentingan
manajemen dengan kepentingan stakeholder lainnya. Sehingga
penerapan azas obyektif ini benar-benar harus dipahami oleh auditor
intern maupun ekstern, auditor harus dapat memposisikan diri dalam
berbagai macam benturan kepentingan yang terjadi tidak akan

mempengaruhi hasil pengawasannya.

% Hiro Tugiman, Standar Profesional Audit Internal, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), him.

° Gil Courtemanche (Ed. Hiro Tugiman), The NewlInternal ..., him. 36-37.
*21bid, him. 34.
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3.1.4 Bentuk-bentuk Pengawasan Internal

Pengawasan internal berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahdilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut ini,yakni: audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.*

1. Audit, yaitu proses memutuskan identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan
profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Audit yang dimaksud adalah audit kinerja dan audit dengan tujuan
tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara
dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri dari
aspek kehematan (ekonomi), efisiensi dan efektivitas (program).*

Audit Kkinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ialah audit atas
kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan, sedangkan audit Kinerja atas
pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran

b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana

c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban

®Republik Indonesia, Penjelasan TentangPeraturan Pemerintah No. 60/2008 Tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4890, him. 17-18.

° Audit kinerja juga dimaknai sebagai bentuk pemeriksaan secara objektif dan sistematik
terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja
entitas atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Lihat Indra Bastian, Audit Sektor Publik:
Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan (Jakarta: Salemba Empat, 2014), him.. 18.
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Sedangkan audit dengan tujuan tertentu adalah audit selain audit
Kinerja, yaitu audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan
audit atas hal-hal lain dalam bidang keuangan.

2. Reviu, yaitu penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi, yaitu rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi
suatu kegiatan dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan, yaitu proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan pengawasan lainnya, yaitu berupa sosialisasi mengenai
pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan
dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil

pengawasan.

3.1.5 Pelaksanaan Pengawasan Internal

Pengawasan internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60/ 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dilaksanakan oleh aparat khusus yang
disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP ini terdiri
dari Badan Pemeriksaan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat (Inspektorat

Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota).
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BPKP dalam fungsinya sebagai bagian dari APIP, melakukan pengawasan
intern terhadap akuntabilitas keuangan negara. Inspektorat Jenderal melaksanakan
pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Inspektorat Provinsi yang sebelumnya dikenal dengan nama Bawasda
(Badan Pengawas Daerah) melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat kerja
daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sementara itu, Inspektorat Kabupaten/Kotamelaksanakan pengawasan intern
terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan
perangkat kerja daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerahkabupaten/kota.”

Keseluruh bagian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah itu
memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sebagaimana Yyang

ditampilkan pada Gambar. 3.1 di bawah ini.

% Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, him. 22-23.
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Gambar. 1.1
Proses Pelaksanaan Pengawasan Internal Oleh APIP Menurut PP No.
60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

p
APIP yang terdiri dari BPKP, Inspektorat
jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Kab/Kota melaksanakan pengawasan intern

'~ menurut tupoksinya masing-masing. _L

" APIP membuat laporan hasil pengawasan dan N
menyampaikannya kepada Instansi Pemerintah

| yang diawasi. &
' Secara berkala, APIP menyusun dan

menyampaikan ikhtisar laporan hasil
pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga.

" APIP melaksanakan reviu atas laporan keuangan
kementerian negara/lembaga/pemerintah
sebelum disampaikan kepada BPK/Menteri

. Keuangan/Presiden.

3.2 Fungsi Pengawasan Internal dalamMagasid Al-syarr‘ah

Setiap syariat yang dimaksud dalam Alquran maupun Hadis tentu
mengandung suatu kemaslahatan tertentu (magasid al-syari‘ah). Ada yang
kemaslahatannya dapat dengan mudah dan jelas ditunjukkan, ada pula yang tidak,
seperti halnya mengenai pengawasan ini. la hanya disandarkan pada dalil-dalil
umum saja sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Alquran dan Hadis pada sub
bab sebelumnya, bukan dalil khusus.

Al-syatibi mengemukakan bahwa kemaslahatan tercakup dalam seluruh
aspek-aspek hukum. Sehingga segala permasalahan hukum yang tidak ditemukan

dimensi kemaslahatannya secara jelas di dalam nas Alquran maupun Hadis, maka
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dapat dianalisis melalui magqasid al-syari‘ah yang dilihat dari ruh syariat dan
tujuan pokok™ syariat Islam.®’

Dalil-dalil umum tersebut akan lebih mudah ditarik maknanya dengan cara
menyesuaikannya dengan beberapa kaidah khusus tentang cara mengenal
magqasid. Dari penjelasan pada bab sebelumnya, dapat kita pahami bahwa,
pengawasan internal masuk ke dalam kaidah wasa ilyang merupakan bagian
darikaidah khususmaqasidiyyah.

Al-wasa’iladalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum
lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk
mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini
terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan.

Kaidah wasa’il yang berhubungan dengan pengawasan internal adalah
sebagai berikut.”®

a. Kaidah pertama

“Hukum tujuan juga berlaku untuk sarananya.”
Maksud kaidah ini adalah hukum pada suatu tujuan juga berlaku terhadap

sarana yang mengantarkan kepada tujuan tersebut.

Melalui kaidah di atas, jika dikaitkan dengan pengawasan internal, maka

hukum tujuan yang dimaksud adalah memelihara tatanan hidup umat melalui

% |ima tujuan pokok syariat adalah memelihara agama (ifz al-din), memelihara jiwa
(hifz al-nafs), memelihara akal (%ifz al- ‘aql), memelihara keturunan (hifz al- ird) dan memelihara
harta (kifz al-mal).

" Asafri Jaya Bakri, “Konsep Magashid Al Syariah ..., him. 68.

*®Muhammad Sa‘ad ibn Ahmad ibn Mas‘ad al-Yibi, Magasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah
(Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), him. 449-466.
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pemeliharaan agama, dengan menjamin diselenggarakannya tugas dan fungsi
instansi dengan baik sehingga dapat mewujudkan efektivitas pengelolaan
keuangan negara terhadap pelayanan publik demi tata kepemerintahan yang baik.
Sedangkan pengawasan internal sebagai sarananya, yaitu suatu cara untuk dapat

mencapai kepada pemeliharaan agama dan harta tersebut.

b. Kaidah kedua

3% .

AT o8 syl ) Mg eg b WK

“Manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka
pengaruhnya besar.”

Berdasarkan kaidah ini, pengawasan internal sebagai sarana diharapkan
akan mampu mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan negara terhadap
pelayanan publik. Sehingga, jika efektivitas tersebut tercapai akan memberikan
pengaruh yang besar berupa terjaganya sumber daya negara (public fund),
terciptanya tata kepemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berdasarkan pada kaidah dan dalil-dalil umum yang telah
disebutkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kemaslahatan tertentu
dengan menggunakan metode tertentu pula. Salah satu metode yang digunakan
untuk menemukan magasid al-syari ‘ah dalam suatu objek adalah metode induksi
tematik (al-istigra’ al-ma’nawi). Metode ini adalah metode penarikan kesimpulan
hukum dengan menyatakan pernyataan umum terhadap hal-hal yang bersifat

khusus.
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Menurut  al-Syatibi, metode induksi tematik (al-istigra’  al-
ma’nawi)yaitu:*

Metode yang tidak berpegang pada satu dalil saja, tapi menghimpun semua

dalil lahiriah, dalil yang bersifat umum, terbatas, maupun partikular

kasuistik. Ini dilakukan bersama dengan petunjuk dan kondisi yang
menyertai dalil itu.

Metode ini digunakan untuk mencapai suatu penemuan nilai dari nas.
Penemuan nilai dilakukan secara induktif, yaitu dengan bersandar pada dalil-dalil
mengenai pentingnya menjaga amanah, dan keharusan bagi setiap hamba untuk
melakukan amar makruf serta berusaha untuk mencegah kemungkaran. Maka,
dapat disimpulkan bahwa syariat bertujuan untuk menjaga segala aktivitas
hambanya untuk selalu dalam hal yang makruf (kebaikan) dan terhindar dari hal-
hal yang mungkar (keburukan/kerugian).

Selanjutnya ditetapkan nilai perbuatan dengan berdasar padaal-istigra’ al-
ma’nawi dengan mengurut tingkatan-tingkatan nilai secara hierarki yaitu nilai
tujuan sebagai magasid dan nilai sarana. Menurut Ibnu ‘Asyiir, nilai tertinggi
suatu syariat adalah bertujuan untuk memelihara tatanan hidup umat, yaitu melalui
perbaikan manusia dalam akal, amal dan alam. Perbaikan manusia tersebut
mengandung suatu nilai sarana, baik itu darariyyat, hajiyyat, maupun tassimiyyat.
Kemudian pada tahap akhir ditetapkan suatu nilai khusus terhadapnya, berikut

ilustrasinya:*®

% Fahmi Muhammad ‘Alwan, Al-Qiyam al-Daruriyyah wa Magasid al-Tasyri’ al-Islami
(Kairo: al Hay’ah al-Misriyyah, 1989), him. 63. Dikutip dari M. Jafar, “Kriteria Saad Al-Dhari’ah
Dalam Epistemologi Hukum Islam” (Disertasi tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh, 2017, him. 142.

1003abbar, Validitas Magasid Al-Khalg: kajian Terhadap pemikiran al-Ghazali, al-syatib,
danibnu ‘Asyir(Disertasi tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013,
him. 146-147.
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Gambar. 3.2
llustrasi Proses Penemuan Nilai

Nilai tujuan (al-qiyam al-gha'iyyah)

Yaitu memelihara tatanan hidup umat lewat
perbaikan manusia yang meliputi perbaikan akal,
amal, dan alam.

4 Nilai Sarana (al-giyam al-wasiliyyah)

Yaitu al-kulliyyat al-khamsah, meliputi
memelihara agama (hifz al-din), memelihara
jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-aql),
memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan
memelihara harta (hifz al-mal).

{ Nilai Khusus (al-giyam al-khdssah)

{ Norma

Dalam hal ini, pengawasan internal sebagai bagian dari magasid al-
syari‘ah, masuk dalam kategorial-maslakah al-Aajjiyyah.*® Di mana pengawasan
dianggap sebagai wasa’il(sarana) terhadap kebutuhan untuk memudahkan
penyelenggaraan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga pengawasan merupakan bagian dari
pemeliharaanagama dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan yang
berhubungan erat dengan moral dan keimanan, yaitu amar makruf nahi mungkar

dan amanah. %2

101 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007), him. 120.

102 M. Ma’shum Zein, Menguasai llmu Ushul Figh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam
Disarikan dari Sumber-sumbernya (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), him. 41.
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Apabila al-maslakah al-hajjiyyah tersebut tidak terpenuhi, maka
kehidupan manusia akan menghadapi kesulitan.’®® Dalam hal kaitannya dengan
kepentingan publik, jika pengawasan internal tidak terlaksana dengan baik, maka
segala kebijakan publik yang telah direncanakan oleh pemerintah akan sulit
diwujudkan secara efektif. Hal ini juga akan berimplikasi terhadap kepentingan
publik, di mana kesejahteraan masyarakat pun akan jauh untuk dicapai.

Dengan mengikuti ilustrasi tersebut di atas, maka penemuan nilai dalam
hal pengawasan khususnya pengawasan internal yang dimaksud dalam penelitian
ini, dapat disusun sebagai berikut.

Gambar. 3.3

lustrasi Proses Penemuan Nilai Terhadap Pengawasan Internal

Nilai Tertingi (al-giyam al-gha'iyyah)

Bahwa syariat bermaksud memelihara tatanan hidup umat

N\ S

Nilai Sarana (al-qiyam al-wasiliyyah)

Bahwa syariat bermaksud memelihara agama (kifz a/-din) dan
memelihara harta (hifz al-mal).

Nilai Khusus (al-giyam al-khassah)
Bahwa syariat bermaksud menjamin efektivitas pengelolaan keuangan
negara terhadap pelayanan publik untuk mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik dan kesejahteraan masyarakat

N

Norma/Hukum
Kebijakan Pengawasan Internal

103 A, Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2007), him. 251.
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Kedua kaidah magasidiyyah dan dalil-dalil umum mengenai pengawasan
internal menunjukkan bahwasanya pengawasan internal secara teoritikal telah
sejalan dengan tujuan syariat yang paling tinggi yang bermaksud untuk
memelihara tatanan hidup umat. Kebijakan atau norma pengawasan internal
dianggap sebagai salah satu sarana untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan
agama dan tercakup di dalamnya pemeliharaan terhadap harta umum, yaitu
menjamin diwujudkannya efektivitas pengelolaan keuangan negara terhadap
pelayanan publik untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan

kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam penutupan pelaksanaan Workshop
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah

Daerah se-Provinsi Riau bahwasanya,'®

Pengawasan Intern Pemerintah sebagai salah satu fungsi manajemen
pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan memegang peranan
penting mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian
organisasi serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang
tidak sesuai kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik
dan amanah.

104 Humas BPKP Riau, Urgensi Kapabilitas APIP dalam Mengawal Kinerja Pemerintah,
diakses melalui http://www. SitusResmiBPKP2018.html 4 Juni 2018.
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3.3 Analisis data
3.3.1 Hubungan pengawasan internal dengan fungsi pengawasan dalam kebijakan
ekonomi

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam sub bab pertama
sebelumnya, pengawasan internal yang dianut dalam Peraturan Pemerintah No.
60/2008 tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pengawasan umum, yaitu
adanya rencana-rencana tertentu, adanya pemberian wewenang, dapat
merefleksitujuan pengawasan,memberi peringatan dini serta dapat menjamin
diadakannya tindakan korektif. Dengan penambahan azas khusus, yaitu
independen dan obyektif. Azas ini menunjukkan kekhususan yang dimiliki oleh
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan
internal bagi pemerintah.

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah berfungsi untuk melaksanakan
dan melindungi kepentingan masyarakat (publik). Oleh karena investasi publik
yang dilakukan mencakup banyak sektor, tentu akan melibatkan berbagai ragam
instansi pemerintah. Sehingga perlu diadakannya pengawasan di sisi instansi
tersebut yang lazim dikenal dengan pengawasan internal (pengawasan dari dalam
pemerintahan).

Pentingnya pengawasan internal ini ditunjukkan oleh perannya dalam
pelaksanaan kebijakan ekonomi, khususnya di bidang ekonomi makro atau
ekonomi manajerial. Perannya tak lain adalah untuk mendukung berlangsungnya

pengembangan investasi publik yang efektif dan efisien.
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Adanya pengawasan akan mendorong terjadinya pengembangan investasi
publik menjadi lebih terarah dan terkontrol. Sumber daya keuangan negara berupa
APBN maupun APBD akan terpakai dengan sesuai dan tepat sasaran. Serta hasil
investasi publik yang berupa pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, sarana dan
prasarana publik lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat dengan optimal.

Penggunaan APBN/D tanpa adanya pengawasan akan menyebabkan
kerugian besar di kemudian hari, terlebih karena pada dasarnya sifat manusia yang
cenderung menyeleweng. Sehingga pengawasan sebagai salah satu fungsi dari
manajemen akan dapat menjamin bahwa pelaksanaan kerja pemerintah berjalan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pemerintahan, sehingga
masyarakat serta warga dapat mencapai keadaan adil dan makmur dalam waktu
yang sudah ditentukan bersama.*®

Dari uraian di atas, kerangka pemikiran mengenai hubungan pengawasan
internal dengan fungsi pengawasan dalam kebijakan ekonomidapat ditunjukkan

oleh bagan berikut ini.

195 |nu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), him. 131.
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Gambar. 3.4

Hubungan Pengawasan Internal dengan Fungsi Pengawasan dalam
Kebijakan Ekonomi

~ - ~

Pemerintah mempunyai misi
berupa pelaksanaan
pelayanan publik semaksimal
mungkin

Pelayanan publik
dilaksanakan melalui
pengembangan investasi
publik pada berbagai sektor
dan instansi

M B
Dilaksanakan pengendalian Perlu pengelolaan keuangan
atas penyelenggaraan negara yang efektif, efisien,
kegiatan pemerintahan transparan, dan akuntabel
Ny } N

Perluadanya pengawasan
internal atas
penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah
termasuk akuntabilitas
keuangan begara

Pengendalian harus
dilaksanakan secara efektif

3.3.2 Hubungan pengawasan internal dengan al-zisbah

Dari data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai
praktik pengawasan pada masa awal Islam, jika dibandingkan dengan pengawasan
internal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60/2008 Tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tersebut tentu menunjukkan
banyaknyaketidaksesuaian sebagaimana yang telah diimplementasikan oleh para

Khalifah Islam.
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Hal ini dikarenakan bahwa belum ditemukannya prinsip pengawasan
internal secara khusus pada masa Islam. Meskipun pengawasan telah dianggap
sangat penting pada masa itu, metode pengawasan yang dilaksanakan oleh para
Khalifah berbeda dengan apa yang dilaksanakan saat ini oleh pemerintah.

Pada masa Islam, pengawasan ekonomi pasar dilaksanakan oleh lembaga
al-hisbah dan pengawasan manajemen atau kerja dilaksanakan langsung oleh
Khalifah dengan adanya penunjukan beberapa anggota khusus jika diperlukan.
Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara intern hanya berpusat pada apa
yang diperintah oleh Khalifah secara langsung, meskipun keberadaan petugas
khusus dan masyarakat sebagai pengawas juga ada. Sehingga independensi para
petugas terjaga dengan baik, tidak adanya tekanan dari pihak luar karena langsung
bertanggung jawab kepada Khalifah sebagai pimpinan tertinggi.

Pada masa Islam, Khalifah juga turut menjadi pengawas bagi bawahannya.
Akan tetapi hal ini tidak ditemukan pada masa sekarang. Peraturan pemerintah
No. 60/ 2008 menggambarkan bahwa pengawasan dilakukan pada beberapa
tingkatan, dengan berbagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas-
petugas tertentu.

Saat ini pengawasan internal pemerintah telah diberikan kewenangan
kepada petugas khusus, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP.®
APIP yang terdiri dari beberapa tingkatan tersebut bertanggung jawab tidak

langsung kepada Presiden sebagai pimpinan negara. Ada yang bertanggung jawab

106 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, him. 22.
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kepada menteri, kepala daerah, dan kepala instansi yang secara sektoral berada di
atas mereka, sehingga adanya ego sektoral sangat mungkin terjadi.

Meskipun berbeda dalam bentuk praktiknya, akan tetapi secara prinsip
ternyata pengawasan tersebut memiliki makna dan tujuan yang hampir sama.
Salah satunya, pengawasan dilaksanakan oleh petugas khusus yaitu APIP yang
terdiri dari BPKP dan Inspektorat, sementara dalam Islam dilaksanakan oleh
petugas fkisbahdalam lingkup ekonomi pasar dan pengawasan Khalifah dalam
lingkup manajemen serta kebijakan.

Selain itu, tujuan utama yang ingin dicapai juga hampir sama, yaitu untuk
tercapainya tujuan organisasi (negara), terselenggaranya pemerintahan yang baik,
sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, pelaksanaan
hisbah lebih ditekankan pada ruang lingkup ekonomi pasar, pengawasan
manajemen ditujukan pada lingkup kerja pegawai, dan pengawasan internal yang
dianut oleh PP No 60/2008 dilaksanakan khusus pada pengelolaan keuangan

negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

3.3.3 Pengawasan internal menurut magqasid al-syari ‘ah

Fungsi utama pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam
menegakkan amar makruf nahi mungkar demi kemaslahatan rakyat. Sementara
itu, tujuan penting syariat adalah menegakkan keadilan dalam memelihara tatanan
hidup umat. Dengan berpegang pada prinsip amar makruf, maka keadilan akan

mudah untuk diwujudkan.
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Sebagaimana yang pernah dikonsepkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya
kesejahteraan masyarakat tidak pernah lepas dari tanggung jawab negara.'®’
Secara umum pertanggungjawaban negara adalah untuk menciptakan
kesejahteraan bagi masyarakatnya (publik) dengan memperhatikan kesejahteraan
spiritual dan moral di samping kesejahteraan material. Salah satu yang
diwujudkan dalam kesejahteraan spiritual dan moral adalah penjagaan diri
terhadap amanah atau pekerjaan yang diemban.

Hal ini selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh syariat, yaitu
terwujudnya tatanan hidup umat. Pengawasaninternal dianggap sebagai suatu
wasa’il(sarana) untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya
dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swit.

Pengawasan internal juga merupakan bagian dari pemeliharaanagama
dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan yang berhubungan erat
dengan moral dan keimanan, yaitu dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar
dan pertanggung jawaban terhadap amanah. Selain itu, pengawasan internal juga
merupakan suatu upaya terhadap pemeliharaan harta umum (public fund) agar
dipergunakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang teah direncanakan dan
terhindar dari sia-sia (mubazir).

Dengan demikian, pengawasan internal sebagaimana yang terkandung
dalam Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah tidak menyalahi dengan aturan syarak yang ada. Meskipun konsep

pengawasannya tidak dikenal secara spesifik dalam aturan Islam dan

107 A A Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu ..., him.243.
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implementasinya tidak menyamai dengan apa yang pernah dilaksanakan oleh para
Khalifah Islam sebelumnya, ternyata dapat sesuai dengan tujuan syariat.

Pengawasan Internal di Indonesia dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat
Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan oleh APIP
ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kepemerintahan yang baik
sehingga dapat menjamin tercapainya kesejahteraan publik.

Sebagaimana yang lazimnya terjadi, pemahaman teoritik yang benar
ternyata tidak dapat menjamin proses implementasinya akan konsisten
sebagaimana konsep teoritiknya.'® Pelaksanaan fungsi pengawasan internal
inimasih harus dilakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai sisi. Keefektifan
pengawasan internal sangat ditentukan oleh perbaikan sistem yang lebih baik,
tegak, jelas, dan tidak tumpang tindih antar lembaga pengawasan.Terutama dalam
hal penerapan azas independensi dan obyektif yang menjadi ruh dalam
pelaksanaan pengawasan internal tersebut. Sehingga penerapan tata
kepemerintahan yang mengarah pada transparansi, akuntabilitas, fairness, dan

responsibility dapat berjalan dengan baik.

108 Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan,... him. 61.
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PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Dari berbagai kajian yang telah penulis lakukan terhadap beberapa bahan
penelitian baik itu bahan hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 60/ 2008
tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kisbah, maupun bahan lainnya
yang terkait dengan pengawasan internal dan magasid al-syari‘ah sebagaimana
yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut ini.
1. Pengawasan internal adalah bagian dari aktivitas pengendalian intern
(yang dulunya lebih dikenal sebagai pengawasan melekat) yang terdiri
dari aktivitas audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan Kkegiatan
pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
yang memadai bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan
dengan seefisien dan seefektif mungkin.
Pengawasan dilaksanakan dengan mengimplementasikan
beberapa prinsip pengawasan dan azas-azas khusus serta dilaksanakan
oleh petugas khusus yang disebut dengan APIP (Aparat Pengawasan

Internal Pemerintah) sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam

72
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pelaksanaan pengawasan tersebut, APIP berpedoman kepada standar
audit yang telah ditetapkan dengan mematuhi kode etikserta
dilaksanakannya telaahan sejawat untuk memastikan mutu hasil audit
tersebut.

Berdasarkan analisis magqasid al-syari ‘ah,konsep pengawasan internal
yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara umum
telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syarak. Meskipun
perumusan kebijakan pengawasan intern tersebut tidak didasarkan oleh
aturan Islam secara khusus, namun demikian tujuan syariat telah
melekat padanya.

Pengawasan dimaksudkan agar pemerintah melakukan
tugasnya untuk mendukung kebijakan ekonomi dalam pelayanan
publik dengan sebaik mungkin. Hal tersebut juga merupakan salah satu
tujuan syarak. Di mana pengawasan dianggap sebagai wasa’il dalam
pemeliharaan agama dan harta, yaitu dalam hal pemeliharaan
pertanggungjawaban amanah dan pemeliharaan terhadap harta umum.
Pengawasan intern merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada
tercapainya efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam
pengembangan investasi publik yang kemudian akan mendorong
peningkatan pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.



74

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Bagi APIP diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan pelaksanaan
good governance yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah
dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.Yaitu salah
satunya dengan melaksanakan perbaikan sistem, metode Kkerja,
simplikasi, organisasi dan personel, serta pelaporan yang lebih
transparan.

2. Bagi pemerintah perlu meningkatkan korespondensi pengawasan
antara pimpinan dengan para pengawas dan antara pimpinan regional
dengan pimpinan pusat yang berlaku untuk semua jenis pengawasan
sebagaimana yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar kepada para
gubernurnya. Sehingga tindak lanjut pengawasan dapat berlangsung
secara efektif.

Pemerintah juga sangat diharapkan untuk dapat melakukan
reformasi peraturan yang lebih komprehensif mengenai pengawasan
internal dengan memasukkan hasil-hasil review terhadap ketimpangan
yang terjadi dalam praktik ke dalamnya, dapat berupa sanksi bagi
pihak APIP yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan reward
atau penghargaan bagi pihak APIP yang berprestasi, sehingga kualitas
hasil pengawasan yang dihasilkan mejadi semakin baik, etos kerja

meningkat, dan penyimpangan atau penyelewengan berkurang.
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Selain itu, perlu penguatan APIP secara yuridis, yaitu dari
peraturan pemerintah ke undang-undang agar memiliki kedudukan
yang tinggi di mata hukum. Serta penguatan secara kelembagaan,
yaitu dengan meningkatkan struktur kelembagaan APIP agar tidak
setara dengan auditee yang diawasinya. Jika penguatan APIP tersebut
berjalan, diharapkan tidak akan ada kecondongan emosional atau ego
sektoraldalam  pelaksanaan  pengawasan, sehingga  aktivitas
pengendalian menjadi lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk
dilakukannya reformasi APIP secara kelembagaan, dengan
menjadikan APIP berada di bawah satu lembaga secara umum
sehingga dapat menjadi lebih independen dan mendukung
penyelenggaraan pengawasan menjadi lebih ekonomis dan public fund
terhindar dari sia-sia (mubazir) sesuai dengan tujuan pemerintahan.

. Bagi masyarakat perlu menyadari perannya sebagai salah satu pion
pengawasan. Keberhasilan pengawasan di awal Islam salah satunya
ditunjukkan dengan adanya Kketerlibatan masyarakat sebagai
pengawas. Hal ini penting untuk dapat mewujudkan pengawasan
internal secara efektif sekaligus sebagai bentuk penerapan opent
management. Di mana antara pemerintah dan masyarakat secara
bersama-sama dapat saling memberikan umpan balik.

. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan bagi mahasiswa untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengupas lebih dalam
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mengenai aspek etis praktik pengawasan internal di Indonesia. Meski
secara umum konsep teoritik pengawasan internal yang terkandung
dalam PP No. 60/ 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah sudah sesuai dengan syarak, ada kemungkinan
permasalahan ketimpangan tersebut terjadi dalam praktiknya. Hal ini
akan sangat berguna bagi praktisi ekonomi publik dalam merancang

pengawasan internal yang lebih baik.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60
TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH  TENTANG SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP,
adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh
di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



10.

11.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya
disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik
Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam
bidang tertentu.

Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain
pengguna anggaran Yyang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

1)

)

©)

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan



pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

BAB Il
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Umum

(1) SPIP terdiri atas unsur:

a.

b

C.
d.
e.

lingkungan pengendalian;
penilaian risiko;

kegiatan pengendalian;
informasi dan komunikasi; dan
pemantauan pengendalian intern.

(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan
Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

+o a0 o

g.
h.

Pasal 5

penegakan integritas dan nilai etika;

komitmen terhadap kompetensi;

kepemimpinan yang kondusif;

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia,

perwujudan  peran  aparat  pengawasan  intern pemerintah yang

efektif; dan _ _ _ ) _
hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.
b.

menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
memberikan  keteladanan  pelaksanaan  aturan perilaku pada setiap
tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;



C.

Pasal 6

menegakkan tindakan disiplin  yang tepat atas penyimpangan
terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan
perilaku;

menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau
pengabaian pengendalian intern; dan

menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku
tidak etis.

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam
Instansi Pemerintah;

b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada

masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;

c. menyelenggarakan pelatihan dan  pembimbingan untuk membantu

Pasal 7
Kepem

pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya;
dan

memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan
manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi
Pemerintah.

impinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c

sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

a.

b
C.
d

Pasal 8

mempertimbangkan risiko dalam  pengambilan keputusan;

. menerapkan manajemen berbasis Kinerja;

mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang

tidak sah;

melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang
lebih rendah; dan

merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan
keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

(1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.

menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;



b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi
Pemerintah

c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam
Instansi Pemerintah;

d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur
organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan

e. menetapkan jumlah pegawai Yyang sesuai, terutama untuk posisi
pimpinan.

(2) Penyusunan struktur organisasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf e sekurang- kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan
tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi
Pemerintah;

b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan
terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
dan

c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b
memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait
dengan penerapan SPIP.

Pasal 10

(1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f
dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang- kurangnya hal-hal sebagai
berikut:
a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan

pemberhentian pegawai;

b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

(2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang- undangan.



Pasal 11
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pasal 12

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling
uji antar Instansi Pemerintah terkait.

Bagian Ketiga
Penilaian Risiko

Pasal 13

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. identifikasi risiko; dan b. analisis
risiko.

(3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: a. tujuaninstansi Pemerintah;
dan b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada
peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat
dicapai, realistis, dan terikat waktu.

(2) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

(3) Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
a. strategi operasional yang konsisten; dan
b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.



Pasal 15

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3) huruf b sekurang- kurangnya dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:

a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;

b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan
lainnya;

c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;

d. mengandung unsur kriteria pengukuran; didukung sumber daya Instansi
Pemerintah yang cukup; dan melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam
proses penetapannya.

Pasal 16
Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a
sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah
dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari
faktor eksternal dan faktor internal; dan
c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 17

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b
dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi
terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

(2) Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang- kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi

Pemerintah;

b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;



c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus
Instansi Pemerintah;
kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang
ditetapkan secara tertulis; dan
f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan

bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang
diharapkan.

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

pembinaan sumber daya manusia;

pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

pengendalian fisik atas aset;

penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

pemisahan fungsi;

otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi

dan kejadian penting.

AT T SQ@ o a0 o

Pasal 19

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur
Kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b.

(2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi

kepada pegawai;

b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia
yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan

c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan
pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan



fasilitas pegawali, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian Kinerja,
serta rencana pengembangan karir.

Pasal 21

(1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf ¢ dilakukan untuk memastikan
akurasi dan kelengkapan informasi.

(2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengendalian umum; dan b.
pengendalian aplikasi.

Pasal 22
Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a
terdiri atas:
a. pengamanan sistem informasi;
b. pengendalian atas akses;
c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak
aplikasi;
pengendalian atas perangkat lunak sistem;
pemisahan tugas; dan
f.  kontinuitas pelayanan.

Pasal 23
Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a
sekurang-kurangnya mencakup:
a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program
pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
C. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola
program pengamanan;
d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait
dengan program pengamanan; dan
f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan
program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 24
Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
sekurang-kurangnya mencakup:



a. Kklasifikasi sumber daya system informasi berdasarkan kepentingan dan
sensitivitasnya;

b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara
formal;

c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan
mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan

d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas
pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 25

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf ¢ sekurang-kurangnya mencakup:

a.
b.

otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang
dimutakhirkan; dan

penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya
pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

Pasal 26
Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

a.

C.

pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab
pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak

sistem; dan

engendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat
unak sistem.

Pasal 27
Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e sekurang-

kurangnya mencakup:

a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan
untuk memisahkan tugas tersebut;
penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur,
supervisi, dan reviu.

Pasal 28
Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f
sekurang-kurangnya mencakup:



a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian
sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang Kritis dan
sensitif;

b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan
terhentinya operasi komputer;

c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk
mengatasi kejadian tidak terduga; dan

d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak
terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 29
Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b
terdiri atas:

a. pengendalian otorisasi;

b. pengendalian kelengkapan;

c. pengendalian akurasi; dan

d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Pasal 30
Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a
sekurang-kurangnya mencakup:

a. pengendalian terhadap dokumen sumber;

b. pengesahan atas dokumen sumber;

c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan

d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa
seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 31
Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b
sekurang-kurangnya mencakup:
a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke
dalam komputer; dan
b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 32

Pengendalian  akurasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c

sekurang-kurangnya mencakup:

a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;

b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;

C. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan
segera; dan



d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 33
Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan
file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa
versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal
file header labels sebelum pemrosesan; dan
d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

Pasal 34

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas
aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d

(2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan,
mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:
a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 35

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan
ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hurufe.

(2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus:

a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja,

b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan
keandalan ukuran dan indikator kinerja;

c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran Kinerja; dan

d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan
sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 36

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.

(2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama
transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.



Pasal 37

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan
kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf

g.

(2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan
dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh
pegawai.

Pasal 38

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat
dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (3) huruf h.

(2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah perlu
mempertimbangkan:

a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera;

dan
b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus
transaksi atau kejadian.

Pasal 39

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan
pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i
dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf .

(2) Dalam  melaksanakan  pembatasan  akses  atas sumber daya dan
pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi
Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang
dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

(3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib
menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber
daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara
berkala.

Pasal 40

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan
dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan
kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k.

(2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola,



memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup
seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 41
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 42
(1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib
diselenggarakan secara efektif.
(2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi,
dan
b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara
terus menerus.

Bagian Keenam
Pemantauan

Pasal 43

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem
Pengendalian Intern.

(2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi
terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,
rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 45

(1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas
Sistem Pengendalian Intern.

(2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.



(3) Evaluasi  terpisah  dapat dilakukan  dengan menggunakan daftar
uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang
ditetapkan.

BAB IlI
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47
(1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota
bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern di lingkungan masing-masing.
(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian
Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Instansi Pemerintah

Pasal 48

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf
a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan pengawasan intern melalui:
a. audit;

reviu;

evaluasi;

pemantauan; dan

kegiatan pengawasan lainnya.
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Pasal 49

(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) terdiri atas:
a. BPKP
b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern;
c. Inspektorat Provinsi; dan
d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. kegiatan kebendaharaan umum berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
c. Kkegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk  kegiatan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan
melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah
lainnya.

(4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang
didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah
provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
provinsi.

(6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap  seluruh
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja
perangkat  daerah  kabupaten/kota  yang didanai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 50

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:
a. audit kinerja; dan
b. audit dengan tujuan tertentu.

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit
atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.



(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit Kkinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

(1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh
pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah
memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

(2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program
sertifikasi.

(3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menaati
kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi
profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan
pemerintah.

Pasal 53

(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern
pemerintah, disusun standar audit.

(2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib
melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi
profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh

pemerintah.

Pasal 54

(1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern
pemerintah  wajib membuat laporan hasil pengawasan  dan

menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.



(2) Dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan
umum negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b,
laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara dan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang
diawasi.

(3) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan
hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

(4) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota
menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 55

(1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara
berkala dilaksanakan telaahan sejawat.

(2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh organisasi profesi auditor.

Pasal 56
Aparat pengawasa intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus
independen dan obyektif.

Pasal 57

(1) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian
negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada
Menteri Keuangan.

(2) Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah
daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.

(3) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan
pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.



(4) BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum
disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.

(5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar
reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah.

Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 59

(1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (2) huruf b meliputi:

penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

sosialisasi SPIP;

pendidikan dan pelatihan SPIP;

pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

peningkatan ~ kompetensi  auditor  aparat pengawasan intern
pemerintah.

(2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh BPKP.
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BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini. '

Kutipan Surat Keputusan ini. diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya. L e A N
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